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ABSTRAK 
Nama  : Satriani 
Nim  : 10500113028 
Judul : Urgensi Pendaftaran Tanah dalam Menjamin Kepastian 
Hukum Hak Milik atas Tanah di Kabupaten Bulukumba. 
 
Pokok masalah penelitian ini adalah terdapat warga di kabupaten bulukumba 
tidak memiliki sertifikat sebagai tanda bukti hak milik atas tanah yang merupakan hal 
yang sangat penting untuk dimiliki, selain untuk memberikan jaminan kepastian 
hukum terhadap pemiliknya juga untuk menghindari terjadinya sengketa pertanahan” 
Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa sub masalah 
atau pertanyaan penelitian, yaitu : 1) Bagaimana urgensi pendaftarana tanah dalam 
menjamin kepastian hukum hak milik atas tanah di Kabupaten Bulukumba? 2). 
Bagaimana peranan Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba dalam mewujudkan 
tertib administrasi pertanahan? 3) Apakah faktor-faktor penyebab masyarakat tidak 
melakukan pendaftaran tanah? 
Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris 
atau yuridis-sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan 
jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari 
Pegawai/Staf Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba dan masyarakat di Kabupaten 
Bulukumba. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1). pendaftaran tanah adalah hal yang 
sangat penting untuk dilakukan karena akan memberikan jaminan kepastian hukum 
bagi pemiliknya sehingga akan terhindar dari ancaman konflik, 2 peranan Badan 
Pertanahan Kabupaten Bulukumba antara lain : penyuluhan ke desa-desa akan 
pentingnya untuk melakukan pendaftaran tanah, dan membentuk tim sadar hukum di 
masyarakat. 3). Adapun faktor penyebab masyarakat tidak melakukan pendaftaran 
tanah yaitu kurangnya informasi yang didapatkan tentang pendaftaran tanah, 
rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah dan 
faktor biaya mahal. 
  
Implikasi penelitian yaitu 1).Seluruh masyarakat di Indonesia terkhusus di 
Kabupaten Bulukumba harus menyadari pentingnya unuk melakukan pendaftaran 
tanah, selain untuk memberikan jaminan kepastian hukum juga untuk menghindari 
 x 
 
terjadinya konflik dan sengketa tanah. 2).Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba 
harus meningkatkan peranannya dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan, 
memberikan pelayanan pendaftaran tanah tanpa adanya diskriminasi, menambah 
infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan pendaftaran tanah, melakukan 
penyuluhan hukum kepada masyarakat secara rutin, setidak-tidanya sekali sebulan 
dalam satu daerah kelurahan/desa, menyebarkan informasi melalui radio-radio yang 
ada diKabupaten Bulukumba, baik Radio milik Pemerintah Kabupaten Bulukumba  
maupun radio milik swasta. 3). Kepada Pemerintah untuk melakukan pembaharuan 
peraturan terkait dengan prosedur pendaftaran tanah dan tarif penerimaan negara 
bukan pajak.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Adrian Sutedi mengemukakan bahwa bertambah majunya perekonomian 
rakyat dan perekonomian nasional, maka bertambah pula keperluan akan kepastian 
hukum di bidang pertanahan. Dalam kehidupan sehari-hari sertifikat tanah seringkali 
menjadi persengketaan bahkan sampai  pula sidang pengadilan. Hal ini timbul karena 
tanah mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Akibat 
adanya persengketaan di bidang pertanahan dapat menimbulkan konflik-konflik yang 
berkepanjangan antarwarga masyarakat yang bersengketa. Berhubungan dengan hal 
tersebut di atas, makin lama makin terasa perlu adanya jaminan kepastian hukum dan 
kepastian hak atas kepemilikan tanah. untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum 
dan kepastian hak milik atas tanah,maka masyarakat perlu mendaftarkan tanah guna 
memperoleh sertifikat hak atas tanah yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang 
kuat atas kepemilikan hak atas tanah.
1
 
Begitu pentingnya kepastian hukum hak milik atas tanah dengan tanda bukti 
sertifikat, jauh sebelum peraturan perundang-undangan lahir, hal ini telah diatur 
dalam Q.S al-Baqarah/2:282 yang menegaskan: 
                        ….  
Terjemahnya :  
                                                          
1
Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. v 
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“.Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu’amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendakah kamu menuliskannya…(Q.S Al-
Baqarah/2:282) 
Adapun tafsir dari ayat di atas menurut tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa 
karena catatan itu lebih memelihara jumlah barang dan masa pembayarannya serta 
lebih tegas bagi orang yang menyaksikannya.
2
 Ayat ini memiliki relevansi dengan 
pentingnya untuk melakukan pendaftaran tanah, dan melakukan pencatatan yang 
diwujudkan dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat hak milik karena akan 
memberikan ketegasan dan kepastian hukum bagi pemiliknya. 
Pengakuan kepemilikan tanah yang dikonkretkan dengan sertifikat juga 
sejak lama ada yaitu terjadi pada zaman kekhalifaan Turki Usmani sebagai mana 
dituangkan dalam pasal 1737 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam.
3
 
   Di dalam hukum internasional, kepemilikan hak milk atas tanah juga  
mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan hak milik ini diatur dalam DUHAM 
(Dekalarasi Umum Hak Asasi Manusia) yakni : 
1. Pasal 17 ayat (1), menegaskan : setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. 
2. Pasal 17 ayat (2), menegaskan : tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya 
dengan semena-mena. 
3. Pasal 25 ayat (1), menegaskan : setiap orang berhak atas tingkat hidup yang 
memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarga, termasuk hak 
atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatas serta pelayanan sosial 
yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, 
                                                          
2
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah dan Tafsir perkata, h.48 
3
Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, h. 1 
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cacat, menjadi janda/duda, mencapa usia lanjut atau keadaan lainnya yang 
mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada diluar kekuasaanya. 
4. Pasal 30 menegaskan : tidak sesuatu pun didalam deklarasi ini boleh ditafsirkan 
memberikan suatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat 
didalam kegiatan apapun, atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak-
hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub didalam deklarasi 
ini.
4
 
Kepemilikan tanah selain diatur dalam Deklarasi Umum Hak Asasi 
Manusia, perlindungan hukum hak milik juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 
1945 pasal 28 H Ayat (4) yang menegaskan bahwa 
“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut 
tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun ”.5 
Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan 
perlindungan hukum termasuk harta benda yang berada di bawah kekuasaanya salah 
satunya adalah hak milik atas tanah. sehingga dengan adanya perlindungan hukum 
yang diberikan maka akan terhindar dari ancaman konflik. 
Kemudian di dalam ketentuan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai dasar hukum pertanahan, untuk 
memberikan jaminan kepastian hukum maka di dalam ketentuan pasal 19 dijelaskan 
bahwa 
(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran 
tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan 
yang di atur dengan peraturan pemerintah. 
                                                          
4
 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), “Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia”, Situs Resmi Komnas HAM. www.komnasham.go.id/deklarasi-universal-hak-asasi-manusia 
(20 oktober 2016) 
5
 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, bab 10 pasal 28 H ayat 4 
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(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : 
a. Pengukuran dan perpetaan dan pembukuan tanah. 
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak atas tanah 
tersebut. 
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat. 
(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan 
masyarakat, keperluan lalu lintas social ekonomi serta kemungkinan 
penyelenggaraaanya, menurut pertimbangan menteri agraria. 
(4) Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan 
pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa 
rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran-pembayaran 
tersebut.
6
 
Kemudian lebih lanjut dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam peraturan ini di 
jelaskan tentang pengertian pendaftaran tanah dalam pasal 2 butir (1) yaitu :
7
 
“Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, 
berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, 
pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, 
dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan 
satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi 
bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan 
rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”. 
Tujuan di adakannya pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah 
Republk Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu : 
(1) Untuk memberikan kepastaian hukum dan perlindungan hukum kepada 
pemegang hak atas suatu bidang tanah satuan rumah susun dan hak-hak lain 
yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai 
pemegang hak yang bersangkutan. Untuk itu kepada pemegang haknya 
diberikan sertifikat sebagai suatu tanda bukti haknya. 
                                                          
6
 Republik Indonesia. “Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria,” dalam Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Agraria dan Pertanahan 
(Jakarta: Permata Press, 2015), h. 4 
7
 Republik Indonesia. “Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria,” dalam Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Agraria dan Pertanahan h. 
305 
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(2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, 
termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang 
diperlukan jika mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang 
tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Untuk penyajian 
data tersebut dila;ksanakan oleh seksi tata usaha pendaftaran tanah kantor 
pertanahan kabupaten/kotamadya yang dikenal sebagai daftar umum, yang 
terdiri atas peta pendaftaran tanah, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan 
daftar nama.
8
 
Namun pada kenyataannya pendaftaran tanah masih sangat minim dilakukan 
di Indonesia. Di berbagai daerah khususnya di daerah yang sedang berkembang 
termasuk di Kabupaten Bulukumba, kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanah 
yang dikuasainya masih sangat kurang. Sebagian masyarakat tidak mengetahui 
bagaimana pentingnya pendaftaran tanah tersebut. Ada juga masyarakat yang 
mengetahui pendaftaran tanah, akan tetapi selain alasan biaya, mereka juga tidak 
mengerti bagaimana prosedur pendaftaran tanah terhadap tanah yang dikuasainya itu. 
Ketidaktertiban administrasi pertanahan baik yang dipunyai oleh pemilik 
tanah, desa maupun oleh kantor pertanahan selaku lembaga yang berwenang di 
bidang pertanahan, menyebabkan timbulnya masalah pertanahan. Kepala Badan 
Pertanahan Nasional menyatakan bahwa dari 85 juta bidang tanah di Indonesia, baru 
sekitar 30 persen yang terdaftar dan diberikan hak atas tanah pada tahun 2013.
9
 
Dalam pernyataannya Presiden Joko Widodo di Metro TV pada bulan Oktober 2016, 
mengemukakan bahwa tanah yang bersertifikat hanya sekitar 44%. Terkhusus di 
Kabupaten Bulukumba berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Badan 
                                                          
8
 Republik Indonesia. “Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria,” dalam Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Agraria dan Pertanahan h. 
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9
 Erna Sri Wibawanti, dan R. Murjiyanto,Hak Atas Tanah dan Peralihannya (Yogyakarta: 
Liberty, 2013), h. 4 
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Pertanahan Kabupaten Bulukumba bahwa pendaftaran hak milik atas tanah dari tahun 
1960 sampai pada tahun 2016 tanah yang terdaftar yaitu 49.510 bidang tanah dari 
luas bidang tanah dikabupaten bulukumba yaitu 107.032 atau sekitar 57 persen tanah 
yang telah terdaftar.
10
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diajukan pokok permasalahan 
yang dirumuskan penyusun adalah “terdapat warga di kabupaten bulukumba tidak 
memiliki sertifikat sebagai tanda bukti hak milik atas tanah yang merupakan hal yang 
sangat penting untuk dimiliki, selain untuk memberikan jaminan kepastian hukum 
terhadap pemiliknya juga untuk menghindari terjadinya sengketa pertanahan” Dari 
pokok masalah tersebut penulis merumuskan sub permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah urgensi pendaftaran tanah dalam menjamin kepastian hukum hak 
milik atas tanah ? 
2. Bagaimanakah peranan Badan Pertanahan Nasional  Kabupaten Bulukumba 
dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Bulukumba?                                                                                                                                                                                                      
3. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan masyarakat di Kabupaten Bulukumba 
tidak memiliki sertifikat hak milik sebagai tanda bukti hak atas tanah ? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Berdasarkan latar belakang diatas maka tercapailah pointer focus sebagai 
representasi dari focus penelitian yaitu tentang pendaftaran tanah di Kabupaten 
Bulukumba serta Kinerja Badan Pertanahan Bulukumba dalam pendaftaran tanah. 
                                                          
10
 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba, Dokumentasi, Data Rekapitulasi 
Laporan Tahunan Pendaftaran Pertama Tahun 1960 s/d oktober 2016. 
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Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami focus penelitian 
kedepannya, terlebih dahulu penulis mendeskripsikan focus penelitian sebagai 
berikut. 
Orientasi penelitian ini dibatasi pada hak milik atas tanah, disamping hak-hak 
atas tanah lainnya adapun hal yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu faktor 
peyebab masyarakat tidak memiliki sertifikat hak atas taah serta peranan badan 
pertnaahan dalam mewujudkan tertib aministrasi pertanahan terkhusus terhadap hak 
milik atas tanah. 
Penelitian mengenai urgensi pendaftaran tanah dalam menjamin kepastian 
hukum hak milik atas tahah di Kabupate Bulukumba merupakan penelitian yang 
ditujukan kepada masyarakat Bulukumba yang tidak memiliki sertifikat hak milik 
atas tanah serta di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba selaku badan 
yang berwenang melaksanakan tugas di bidag pertanahan nasional, yang salah satu 
kewenaganya dibidang pertanahan adalah melakukan pendaftaran hak milik atas 
tanah dan pemeliharaan data daftar pendaftaran tanah.  
D. Kajian Pustaka 
Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari 
berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. 
Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya 
ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memiliki 
relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut: 
Adrian Sutedi dalam bukunya Sertifikat Hak Atas Tanah menjelaskan 
bahwa pada asasnya setiap hak atas tanah di Indonesia wajib didaftarkan, hal ini 
terdapat dalam pasal 19 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 atau disebut Undang-
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Undang Pokok Agraria. didalam buku ini kemudian dibahas lebih lanjut terkait 
urgensi pendaftaran tanah yakni untuk mecegah terjadinya konflik juga dibahas 
tentang kendala pendaftaran tanah serta kepastian hukum Hak Atas Tanah. namun 
dari semua pembahasan dalam buku ini penjelasan yang digunakan terlalu luas 
mencakup semua hak-hak atas tanah, berbeda dengan penelitian ini yang akan 
menfokuskan penelitian terhadap pendaftaran dan kepastian hukum hak milik atas 
tanah. 
Rofi Wahanisa, Suhadi, Arif Hidayat, dan Nurul Fibrianti dari Fakultas 
Hukum Universitas Negeri Semarang dalam Sosialisasi pentignya kepemilikan 
sertifikat tanah sebagai bukti penguasaan Hak Milik Atas tanah berdasar PP No. 24 
Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah di desa jetis kecamatan Bandungan 
Kabupaten Semarang. Menjelaskan Bahwa pendaftaran tanah merupakan suatu hal 
yang sangat pentig dalam kaitannya dengan penguasaan Hak Atas Tanah hal ini 
berdasar pada peraturan pokoknya yang terdapat dalam pasal 19 UUPA, dimana 
pendaftaran tanah merupakan suatu upaya Negara (dalam hal ini pemerintah) untuk 
memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Sertifikat sebagai bukti 
penguasaan hak berdasar PP No. 24 tahun 1997 ini sangat diperlukan terkait dengan 
semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat akan tanah. namun dari tulisan ini 
hanya sebatas memberikan pembahasan tentang betapa pentingnya pendaftaran tanah 
untuk dilakukan, serta kendala yang dihadapi, tetapi tidak memberikan solusi dari 
kendala pendaftaran tanah yang terjadi, berbeda dengan penelitian ini yang akan 
memberikan penjelasan tentang upaya Badan Pertanahan Nasional dalam mengatasi 
permasalahan-permasalahan pendaftaran tanah dalam mewujudkan tertib 
administrasi pertanahan. 
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Irawan Soerodjo dalam bukunya yang berjudul Kepastian Hukum Hak Atas 
Tanah di Indonesia mengemukakan pendapatnya bahwa tidak berfungsinya 
pendaftaran tanah sebagaiamana mestinya bukan semata-mata disebabkan karena 
adanya kekurangan peraturan peraturan yang mengatur tentang pendaftaran tanah, 
hal ini juga disebabkan karena kekurangan anggaran, alat dan tenaga serta banyaknya 
bidang tanah yang tersebar diwilayah Indonesia. Didalam buku ini juga eliyana 
menyatakan bahwa Makin banyaknya perkara sengketa tanah disebabkan pula karena 
masih kurangnya kesadaran ataupun pemahaman masyarakat akan Undang-Undang 
dan peraturan hukum lainnya di bidang pertanahan ; kurang adanya koordinasi antar 
instansi yang terkait dengan masalah tanah tersebut bahkan sering tidak ada persepsi 
yang sama mengenai pengertian-pengertian yang terkandung dalam peraturan-
peraturan pertanahan yang ada juga peraturan-peraturan di bidang pertanahan masih 
banyak yang perlu disempurnakan sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan. 
Namun dari pembahasan yang termuat didalam buku ini memiliki pembahasan yang 
cukup luas terkait dengan faktor penyebab terjadinya sengketa secara umum, berbeda 
dengan penelitian ini yang akan membahas secara lebih rinci terkait dengan faktor-
faktor penyebab masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya sehingga hal tersebut 
dapat memicu terjadinya sengketa di bidang pertanahan. serta yang dikemukakan 
hanya kendala-kendala yang dihadapi tetapi tidak memberikan penjelasan terkait 
dengan solusi yang akan ditepuh baik oleh pemerintah maupun masyarakat untuk 
mewujudkan tertib administrasi pertanahan. 
 
 
 
 
 
10 
 
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
      Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yan 
ingin dicapai sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui tentang urgensi pendaftaran tanah dalam menjamin kepastian 
hukum hak milik atas tanah. 
b. Untuk mengetahui tentang peranan Badan Pertanahan Nasional  Kabupaten 
Bulukumba dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten 
Bulukumba. 
c. Untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di 
Kabupaten Bulukumba tidak memiliki sertifikat hak milik sebagai tanda bukti hak 
atas tanah.  
2. Kegunaan Penelitian  
           Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi tentang 
pemahaman masyarakat akan pentingnya melakukan pendaftaran tanah. Adapun 
secara detail kegunaan tersebut diantaranya sebagai berikut: 
a. Kegunaan Ilmiah 
Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan sumbangan pikiran dan 
informasi mengenai hukum pertanahan terkhusus pentingnya untuk melakukan 
pendaftaran tanah sebagai jaminan kepastian hukum 
b. Kegunaan Praktis  
Dapat memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi 
masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang 
ada relevansinya dengan hasil penelitian ini yang berkaitan dengan faktor-faktor 
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penyebab masyarakat tidak melakukan pendaftaran tanah dan peranan Badan 
Pertanahan Nasional dalam meningkatkan keasadaran hukum masyarakat di 
bulukumba dalam mewujudkan kepastian hukum hak milik atas tanah. 
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    BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG PENDAFTARAN TANAH 
A. Pengertian Hukum Tanah 
Sebagai pengertian geologis-agronomis,tanah ialah lapisan lepas permukaan 
bumi yang paling atas. Yang dimanfaatkan untuk menanami tumbuh-tumbuhan 
disebut tanah garapan, tanah perkebunan,tanah pekarangan dan tanah pertanian. 
Sedangkan yang digunakan untuk mendirikan bangunan disebut tanah bangunan. Di 
dalam tanah garapan itu dari atas ke bawah berturut-turut terdapat sisiran garapan 
sedalam irisan bajak, lapisan pembentukan humus dan lapisan dalam.
1
 
Tanah merupakan kebutuhan primer dari manusia dan mempunyai sifat 
yang unik bila dibandingkan dengan aspek-aspek lain yang dibutuhkan oleh manusia. 
Keunikan tanah dalam arti ruang adalah sebagai berikut : 
1. Letaknya tetap, tidak dapat dipindah. 
2. Luas tanah pada suatu wilayah  hampir tidak berubah, perubahan luas hanya 
dalam ukuran relative kecil, yaitu bertambah karena adanya tanah timbul atau 
reklamasi perairan menjadi daratan, atau berkurang karena tanahnya musnah 
akibat brasi berubah menjadi perairan. 
3. Peranan tanah bagi kehidupan manusia berdimensi kompleks, yaitu ekonomi, 
social, budaya, politik, serta pertanahan dan keamanan. 
                                         
1 Y.W Sunindhia dan Ninik Widiyanti, Pembaharuan Hukum Agraria (Jakarta : Bina Aksara, 
1988), h. 8. 
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4. Tanah adalah sebagai salah satu syarat berdaulatnya suatu Negara; disamping 
syarat yang lain, yakni adanya rakyat dan pemerintahan.
2
 
Tanah merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat absolute dan 
vital. Artinya kehidupan manusia dipengaruhi dan ditentukan oleh eksistensi tanah. 
kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan tanah.
3
 Dalam ruang lingkup 
agrarian, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah 
yang dimaksud di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan 
hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang 
disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) 
UUPA, yaitu  
“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 
2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang di 
sebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang orang, 
baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan 
hukum.”  
Dengan demikian, jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah 
permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu 
permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. 
Adapun ruang dalam pengertian yuridis, yang berbatas, berdimensi tiga, yaitu 
panjang,lebar, dan tinggi, yang dipelajari dalam hukum penataan ruang. 
Yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah yang memberi wewenang 
kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan atau mngambil manfaat dari tanah 
yang dihakinya. Perkataan “menggunakan” mengandung pengertian bahwa ha katas 
                                         
2 Sri Susayanti Nur, Bank Tanah (Makassar : As Publishing, 2010), h.51-52. 
3 Andi Hartanto,Hukum Pertanahan cet II (Surabaya : LaksBang Justitis, 2014), h. 9. 
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tanah itu digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan 
“mengambil manfaat” mengandung pengertian bahwa ha katas tanah itu digunakan 
untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya pertanian, perikanan, 
peternakan, dan perkebunan. 
Atas dasar ketentua pasal 4 ayat (2) UUPA, Kepada pemegang hak atas 
tanah diberi wewenang untuk menggunakan tanah yang bersangkutan demikian pula 
tubuh bumi dan air serta ruang yang diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan 
langsung yang berhubungan dengan pengunaan tanah itu dalam batas-batas menurut 
UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. 
Effendi Perangin mengemukakan bahwa hukum tanah adalah keseluruhan 
peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur 
Hak-Hak penguasaan atas Tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan 
Hubungan-Hubungan hukum yang konkret. Objek hukum tanah adalah hak 
penguasaan atas tanah. Yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah Hak 
yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang 
haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib 
atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang 
menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah 
yang diatur dalam hukum tanah.
4
 
Hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah Nasional, 
adalah 
                                         
4 Urip Santoso,Hukum Agraria, h. 9-10. 
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a. Hak bangsa Indonesia atas tana; 
b. Hak menguasai dari Negara atas tanah; 
c. Hak ulayat masyarakat Hukum Adat; 
d. Hak perseorangan atas tanah, meliputi : 
1) Hak-hak atas tanah; 
2) Wakaf tanah hak milik; 
3) Hak jaminan atas tanah (hak tanggungan). 
Hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis 
maupun tidak tertulis yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu 
hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan 
hukum yang konkret, beraspek public dan privat, yang dapat disusun dan dipelajari 
secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu 
sistem.
5
 
Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang tertulis bersumber pada UUPA dan 
peraturan pelaksanaannya yang secara khusus berkaitan dengan tanah sebagai sumber 
hukum utamanya, sedangkan ketentuan-ketentuan hukum tanah yang tidak tertulis 
bersumber pada hukum Adat tentang tanah dan yurisprudensi tentang tanah sebagai 
sumber hukum pelengkapnya.
6
 
B. Pengertian Hak atas Tanah 
Seseorang yang mempunyai hak atas tanah pada dasarnya hanya mempunyai 
hak atas permukaan bumi saja, tidak secara otomatis berhak juga atas tubuh bumi, air 
                                         
5
Urip Santoso,Hukum Agraria, h. 10-11. 
6
Urip Santoso,Hukum Agraria, h. 89. 
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maupun ruang yang ada di atas permukaan bumi, hal ini bisa dilihat bahwa pemegang 
hak atas tanah tidak dengan sendirinya sewenang untuk menggunakan tubuh bumi, air 
maupun ruang yang ada diatasnya. Meskipun demikian karena tidak mungkin 
pemegang hak atas tanah hanya menggunakan permukaan bumi saja, maka 
kewenangan dari pemegang hak atas itu diperluas, tidak hanya menggunakan 
permukaan bumi saja, akan tetapi berwenang juga menggunakan tubuh bumi, 
termasuk menggunakan air dan juga ruang yang ada di atas permukaan bumi akan 
tetapi penggunaannya ada syaratnya, yaitu sepanjang penggunaan tubuh bumi, air 
serta ruang udara yang ada di atas permukaan bumi digunakan untuk keperluan yang 
berhubungan langsung dengan penggunaan tanahnya (dalam arti permukaan bumi) 
dan juga menurut batas-batas yang ditentukan dalam peraturan perundangan yang 
berlaku. Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat (2) UUPA yang menyatakan “hak-hak 
atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk 
mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi, air serta ruang 
yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang berhubungan 
langsung dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini 
dan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi. 
Sedalam berapa tubuh bumi dapat digunakan dan setinggi berapa ruang yang 
ada diatasnya boleh digunakan, hal ini ditentukan oleh tujuan penggunaanya, dalam 
batas-batas kewajaran, perhitungan teknis kemampuan tubuh bumi serta kemampuan 
pemegang haknya serta ketentuan peraturan perundngan yang bersangkutan. 
Oleh karena itu pemegang ha katas tanah tidak boleh sembarang menggali 
tubuh bumi untuk mencari bahan galian, karena hal ini tidak termasuk kewenagan 
yang diberikan kepada pemegang ha katas tanah. apabila mau menggali tanah untuk 
17 
 
mencari bahan galian, hal ini dibutuhkan ijin tersendiri. 
Hak atas tanah juga tidak meliputi pemilikan kekayaan alam yang ada dalam 
tubuh bumi dibawahnya. Penjelasan pasal 8 UUPA menyebutkan bahwa “karena 
menurut ketentuan pasal 4 ayat (2) hak-hak atas tanah itu hanya memberi ha katas 
permukaan bumi saja, maka wewenang-wewenang yang bersumber daripadanya 
tidaklah mengenai kekayaan-kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh bumi, 
air, dan ruang angkasa. Oleh karena itu memerlukan pengaturan tersendiri. Ketentuan 
ini merupakan pangkal bagi perundang-undangan pertambangan dan lain-lainnya.” 
Hak atas tanah juga tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman 
yang ada diatas tanah yang dihakinya, karena berlakunya asas pemisahan horizontal. 
Sesuai hukum adat, kita tidak menganut asas perlekatan (asas accasie). Asas 
perlekatan berarti bahwa apa yang ada atau melekat pada tanah merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dengan tanah, yang berarti menjadi milik dari sipemilik tanah, 
pemilik tanah juga memiliki bangunan maupun tanaman yang ada di atas tanah 
tersebut. Sedangkan asas pemisahan horizontal, apa yang melekat atau ada diatas 
tanah tidak dengan sendirinya merupakan bagian dari tanah, pemilik tanah tidak 
dengan sendirinya menjadi pemilik dari bangunan dan tanaman yang ada diatasnya.  
Oleh karena itu ada kemungkinan bahwa antara pemilik tanah, pemilik 
bangunan dan pemilik tanah berbeda orang. Perbuatan hukum mengenai tanah 
tersebut tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman yang ada di atas 
tanah tersebut.  
Apabila perbuatan tersebut termasuk juga bangunan dan tanamannya, maka 
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hal ini baru disebutkan secara tegas.
7
 
C. Ruang Lingkup Hak atas Tanah 
Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam pasal 4 ayat (1) 
UUPA, yaitu  
“atas dasar hak menguasai dari Negara atas tanah sebagai yang dimaksud 
dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, 
yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-
orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta 
badan-badan hukum,” 
 Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari Negara atas tanah dapat 
diberikan kepada perseorangan baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara 
asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukum 
privat maupun badan hukum public. 
 Menurut soedikno mertokusumo, wewenang yang dipunyai oleh pemegang 
hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi dua yaitu :
8
 
1. Wewenang umum 
Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang ha katas tanah mempunyai 
wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi dan air dan 
ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung 
berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan 
peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi (pasal 4 ayat (2) UUPA). 
                                         
7
 Erna Sri Wibawati dan R. Murjiyanto, Hak Aas Tanah dan Peralihannya. (Yogyakarta : 
Liberty, 2013), h. 37-40. 
8
 Andy Hartanto, Hukum Pertanahan, h. 22-23. 
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b. Wewenang khusus 
Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang ha katas tanah mempunyai 
wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam ha katas tanahnya, 
misalnya wewenag pada tanah Hak Milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian 
dan atau mendirikan bangunan, wewenang pada tanah Hak Guna Bangunan adalah 
menggunakan tanah hanya untuk mendirikan dan memiliki bangunan diatas tanah 
yang bukan miliknya, wewenang padan tanah hak guna usaha adalah menggunakan 
tanah hanya untuk kepentingan perusahaan 2di bidang pertanian, perikanan, 
peternakan, atau perkebunan. 
Macam-macam hak atas tanah diatur dalam pasal 16 dan pasal 53 UUPA, 
yang dikelompokkan menjadi tiga bidang, yaitu : 
1) Hak atas tanah yang bersifat tetap 
Hak atas tanah yang bersifat tetap yaitu hak atas tanah ini akan tetap ada 
selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru. 
Jenis-jenis hak atas tanah ini adalah : 
a) Hak Milik  
hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai 
orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6. Hak milih dapat beralih dan 
dialihkan kepada pihak lain.
9
  
                                         
9
Citra Harta Prima, Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Tentang Agraria dan 
Pertaahan, (Jakarta :  Permata Press, 2015), h. 24. 
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b) Hak Guna Usaha  
hak guna usaha adalah sebagaimana dimuat dalam pasal 28 UUPA yang 
menyatakan “Hak Guna Usaha adalah Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai 
langsung oleh Negara dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, 
perikanan, dan peternakan”.10Hak guna usaha adalah merupakan bentuk hak atas 
tanah yang dapat diberikan kepapa pemegang hak. Syarat-syaratnya adalah :  
(1) warga Negara Indonesia; 
(2) badan hukum yang didirikan menurut dan berkedudukan di Indonesia (pasal 30 
ayat (2) UUPA. 
Apabila terdapat pemegang hak guna tidak memenuhi syarat-syarat tersebut 
ayat (1) maka dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan 
hak tersebut kepada pihak lain yang memenuhi syarat pasal 30 ayat (2) UUPA. 
Pengertian ayat (2) pasal tersebut mengandung arti bahwa bila hak guna usaha 
tidak dapat dialihkan atau dilepaskan dalam jangkan waktu yang ditetapkan undang-
undang (UU) maka hak tersebut hapus demi hukum. Sehubungan dengan pasal 30 
UUPA yang berhubungan erat dengan status kewarganegaraan seseorang, oleh karena 
hak guna usaha ini hanya diperuntukkan bagi warga Negara Indonesia atau badan 
hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia. Maka hanya badan hukum 
Indonesia yang dapat memperoleh hak guna usaha.
11
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Erna Sri Wibawanti, dan R. Murjiyanto, Hak Atas Tanah dan Peralihannya, (Yogyakarta : 
Liberty, 2013), h.63. 
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Moh. Hatta, Bab-Bab Tentang Perolehan dan Hapusnya Hak Atas Tanah (Yogyakarta 
:Liberty, 2014) h.19. 
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c) Hak Guna Bangunan 
Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 
30 tahun. 
12
(pasal 35 UUPA) dan merupakan suatu pemilikan hak diatas tanah orang 
lain yang tidak diusahakan untuk usaha pertanian. Hak guna bangunan dapat 
diperpanjang dengan waktu paling lama untuk 20 tahun. 
Hak guna bangunan dapat diberikan kepada : 
(1) Warga Negara Indonesia; 
(2) Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di 
Indonesia (pasal 36 ayat (1) UUPA. 
Hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak guna bangunan. 
Prinsip nasional tetap dipertahankan bagi selain warga Negara Indonesia yang ingin 
memperoleh hak guna bangunan. Dapat ditempuh melalui prosedur huruf b pasal 
diatas yakni melalui badan hukum yang didirikan menurut “hukum Indonesia”, dan 
berkedudukan di Indonesia. Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna 
bangunan dan memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak, maka dalam jangka 
waktu paling lama satu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak guna 
bangunan yang dimilikinya kepada orang atau ada hukum lain yang memenuhi syarat. 
Ketentuan ini juga berlaku terhadap pihak yang memperoleh hak guna bangunan yang 
tidak memenuhi syarat diatas. Kalau hak guna bangunan itu tidak dilepaskan atau 
dialihkan dalam jangka waktu satu tahun maka hak itu hapus dengan sendirinya 
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Citra Harta Prima, Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Tentang Agraria dan 
Pertaahan.h.29. 
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dengan catatan bahwa hak-hak pihak ketiga akan tetap dipertahankan menurut 
ketentuan-ketentuan yang diutus dengan peraturan pemerintah (pasal 36 ayat (2) 
UUPA.
13
 Jadi, hanya warga Negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak guna 
bangunan ini, dan disini terlihat bahwa prinsip nasional tetap dipertahankan, sehingga 
orang yang bukan warga Negara Indonesia hanya dapat mempunyai hak seperti yang 
ditentukan pada huruf b pasal diatas yaitu badan hukum yang didirikan menurut 
hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, oleh karena orang atau badan 
hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat 
sebagai pemegang hak, dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau 
mengalihkan hak guna bangunan itu kepada orang lain yang memenuhi syarat.
14
 
d) Hak Pakai  
Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari 
tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi 
wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh 
pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik 
tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, 
segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang 
ini.
15
 
Hak Pakai diatur dalam pasal 41 UUPA dan menurut pasal tersebut pemberian 
hak pakai hanya dapat diberikan : 
                                         
13
Moh. Hatta, Bab-Bab Tentang Perolehan dan Hapusnya Hak Atas Tanah, h.16-17. 
14
Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), h.21. 
15
Citra Harta Prima, Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Tentang Agraria dan 
Pertaahan. h.31. 
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(1) Selama jangka waktu tertentu dan selama tanahnya dipergunakan untuk 
keperluan tertentu; 
(2) Dengan Cuma-Cuma dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. 
Dalam pasal 41 ayat (2) dan (3) UUPA ditegaskan bahwa pemberian hak pakai 
tidak disertai dengan syarat-syarat yang mengandung unsur pemerasan.
16
 
e) hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan   
Hak membuka tanah dan hak memungut hasl hutan dalah hanya dapat 
dipunyai oleh warga Negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah.
17
  
f) Hak Sewa  
hak sewa untuk bangunan dapat dilakukan oleh seseorang atau suatu badan 
hukum.
18
Hak sewa yang dimaksud dalam pasal 16 e UUPA adalah hak sewa untuk 
bangunan, bukan hak sewa tanah pertanian, sebab hak sewa tanah pertanian masuk 
sebagai hak yang bersifat sementara sebagaimana diatur dalam pasal 53 UUPA. Hak 
sewa untuk bangunan untuk ini diatur dalam pasal 44 dan pasal 45. Pasal 44 ayat(1) 
menyatakan  
seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia 
berhak mempergunakan tanh milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan 
                                         
16 Moh. Hatta, Bab-Bab Tentang Perolehan dan Hapusnya Hak Atas Tanah, h.14. 
17
Citra Harta Prima, Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Tentang Agraria dan 
Pertaahan, h.34. 
18 Citra Harta Prima, Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Tentang Agraria dan 
Pertaahan. h.33. 
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membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.
19
 
2) Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang 
Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang adalah Hak 
atas tanah yang akan ditetapkan dengan Undang-undang  yaitu hak atas tanah yang 
akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Hak atas tanah ini 
jenisnya belum ada. 
3) Hak atas tanah yang bersifat sementara 
Hak atas tanah yang bersifat sementara adalah hak atas tanah yang bersifat 
sementara yaitu hak atas tanah ini sifatnya sementara,dalam waktu yang singkat akan 
dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat feudal, 
dan bertentangan dengan jiwa UUPA. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak 
gadai ( gadai tanah), hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil), hak menumpang dan 
hak sewa tanah pertanian. 
Pada hak atas tanah yang bersifat tetap di atas, sebenarnya hak membuka 
tanah dan hak memungut hasil hutan bukanlah hak atas tanah dikarenakan keduanya 
tidak memberikan wewenag kepada pemegang haknya untuk menggunakan tanah 
atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Namun, sekedar menyesuaikan 
dengan sistematika hukum adat, maka kedua hak tersebut dicantumkan juga ke dalam 
hak atas tanah yang bersifat tetap. Sebenarnya kedua hak tersebut merupakan 
“pengejewentahan” dari hak ulayat masyarakat Hukum Adat. 
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Erna Sri Wibawanti, dan R.Murjiyanto, Hak Atas Tanah dan Peralihannya, (Yogyakarta: 
Liberty, 2013), h. 90.  
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Hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam pasal 16 jo. Pasal 53 UUPA 
tidak bersifat limitative, artinya di samping hak-hak atas tanah yang di sebutkan 
dalam UUPA, kelak dimungkinkan lahirnya hak atas tanah baru yang diatur secara 
khusus dengan undang-undang. 
Segi asal tanahnya, hak atas tanah dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : 
a) Hak atas tanah yang bersifat primer 
Hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak atas tanah yang berasal dari 
tanah Negara. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak milik, hak guna usaha, 
hak guna bangunan atas tanah negara, hak pakai atas tanah Negara. 
b) Hak atas tanah yang bersifat sekunder 
Hak atas tanah yang bersfat seunder yaitu hak atas tanah yang berasal dari 
tanah pihak lain. Macam-macam hak atas tanah ini adalah hak guna bangunan atas 
tanah hak pengelolaan, hak guna bangunan atas tanah hak milik, hak pakai atas tanah 
hak pengelolaan, hak pakai atas tanah hak milik, hak sewa untuk bangunan, hak gadai 
(gadai tanah), hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil), hak menumpang, dan hak 
sewa tanah pertanian.
20
 
D. Pengertian Hak Milik atas Tanah 
Semenjak berlakuknya Undang-Undang Pokok Agraria pada tanggal 24 
September 1960, persoalan mengenai hak milik atas tanah dan segala sesuatu yang 
berkenan dengan tanah tunduk pada ketentuan tersebut, UUPA telah menggariskan 
beberapa ketentuan pokok tentang hak milik atas tanah dengan disertai suatu amanat 
untuk mengatur lebih lanjut hal tersebut dalam berbagai peraturan pelaksanaan.
21
 
                                         
20 Urip Santoso,Hukum Agraria, hlm. 90-91. 
21 Soedjono dan Abdurrahman, Prosedur Pendaftaran Tanah (cet II, Jakarta : PT Rineka 
Cipta,2003), h.3-4. 
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Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 
dipunyai seseorang atas tanah, dengan kewenangan yang luas bagi pemilik tersebut 
untuk menguasai, mengolah dan memilikinya, dengan batasan ketentuan fungsi social 
dari kepemilikan tanah tersebut. Melalui keleluasaaan kewenangan dan kekuasaaan 
pemilik hak tersebut. Maka hak milik atas tanah dapat beralih, dan dialihkan serta 
dijadikan tanggungan/jaminan utang kepada pihak lain.
22
 
Pada dasarnya hak milik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 
1. turun temurunn  
Turum tmurun menunjukkan pada jangka waktu hak milik yang tidak dibatasi. 
Selama pemilik masih hidup, maka hak milik akan terus berlangsung, bahkan apabila 
pemiliknya meninggal dunia hak milik dapat diturunkan/diwariskan kepada ahli 
warisnya. Turun temurun tidak semata-mata bahwa hak milik itu dapat diturunkan 
atau diwariskan, turun temurun disini lebih menunjjukan pada tidak adanya 
pembatasan jangkan waktu dari hak milik, apabila turun temurun hanya diartikan 
sebagai hak yang dapat diturunkan atau diwariskan, maka hak milik ini berbeda 
dengan hak-hak atas tanah yang lain seperti hak guna usaha, hak guna bangunan 
ataupun hak pakai yang juga dapat diturunkan atau diwariskan. 
2. Terkuat dan terpenuh  
Terkuat dan terpenuh adalah dimaksudkan untuk membedakan hak milik 
dengan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan hak-hak lainnya. 
Dibandingkan dengan hak-hak tersebut hak miliklah hak yang ter (paling) kuat dan ter 
                                         
22 Eko Yulian Isnur, tata cara mengurus surat-surat rumah dan tanah cet II (Jakarta : Pustaka 
Yusticia, 2008), h.12. 
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(paling) penuh. 
3. Hak milik dapat beralih dan dialihkan 
Hak milik dapat beralih dan dialihkan adalah pindahnya hak milik kepada 
pihak lain bukan karena perbuatan hukum yang disengaja, akan tetapi karena hukum, 
dengan sendirinya, karena pewarisan. Dialihkan adalah pindahnya hak milik kepada 
pihak lain karena adanya perbuatan hukum yang disengaja. 
4. Hak milik mempunyai fungsi social 
Hak milik mempunyai fungsi sosial yaitu Meskipun hak milik adalah hak 
yang tertinggi dan terkuat, akan tetapi hak milik bukannlah hak yang mutlak dalam 
arti tidak dapat diganggu gugat, hak milik dibatasi dengan adanya fungsi social, 
dalam arti bahwa diatas hak milik tersebut juga melekat kepentingan social, 
kepentingan umum.pemegang hak milik tidak boleh menggunakan atau tudak 
menggunakan tanahnya yang mengakibatkan kerugian kepentingan orang lain. 
5. Hak milik adalah hak yang wajib daftar 
Pasal 23 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa “hak milik” demikian juga setiap 
peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan 
menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19”.pendaftaran tersebut 
merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai pemiliknya, hapusnya hak milik 
serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut (pasal 23 ayat (2) UUPA).
23
 
Hak milik atas tanah dapat terjadi menurut hukum adat, dan juga karena 
                                         
23 Erna Sri Wibawati dan R. Murjiyanto, Hak Aas Tanah dan Peralihannya. h. 47-49. 
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keputusan pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan melalui 
peraturan pemerintah maupun ketentuan perundang-undangan. 
Hak milik demikian pula setiap peralihan, bentuk penghapusan dan 
pembebanannya dengan hak-hak lain, harus didaftarkan kepada pihak atau lembaga 
berwenang, agar mendapat bukti yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta 
sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut kepada pemilik yang baru. Hak milik 
dapat dijadikan sebagai jaminan utang, dengan dibebani Hak Tanggungan. 
Pada prinsipnya hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak 
milik, namun oleh pemerintah, badan-badan dan hukum tertentu juga dapat 
mempunyai hak milik atas tanah dan atau rumah beserta persyratannya. Oleh 
karenanya, setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan 
perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung 
memindahkan Hak Milik kepada orang asing, kepada seseorang warga Negara yang 
diamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau 
kepada suatu badan hukum asing, kecuali yang telah ditetapkan pemerintah, adalah 
batal karena hukum. Dan tanah yang bermaksud dialihkan kepemilikannya tersebut, 
jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang 
membebaninya tetap berlangsung, serta semua pembayaran yang telah diterima oleh 
pihak tidak dapat dituntut kembali. 
Dalam hukum pertanahan/agrarian, hak milik perseorangan atas tanah dapat 
saja dihapuskan apabila tanah tersebut jatuh kepada Negara karena pencabutan, 
penyerahan sukarela oleh pemiliknya, atau bahkan karena ditelantarkan. Dapat juga 
karena tanahnya musnah, semisal karena erosi oleh aliran air sungai atau terjebak 
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ombak.
24
 
Ketentuan yang mengatur mengenai hapusnya hak milik ini dapat ditemukan 
dalam rumusan Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria yang menegaskan bahwa 
hak milik hapus apabila : 
a. Tanahnya jatuh kepada Negara : 
1) karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18; 
2) karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya ; 
3) karena ditelantarkan; 
4) karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2). 
b. Tanahnya musnah.25 
E. Peraturan Pendaftaran Tanah 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 
Agraria yang diundangkan pada tanggal 24 september 1960, yang dikenal dengan 
UUPA, merupakan pelaksanaan pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Sebelum berlakunya 
UUPA,hanya bagi tanah-tanah yang tunduk pada hukum barat, misalnya hak 
eigendom, hak erpact, hak postal, dilakukan pendaftaran tanah yang ditujukan untuk 
memberikan jaminan kepastian hukum dan kepada pemegangnya diberikan tanda 
bukti dengan suatu akta yang dibuat oleh pejabat Balik Nama. 
Pendaftaran tanah ini dikenal dengan recht kadaster. Adapun bagi tanah-tanah 
yang tunduk pada hukum adat, misalnya tanah yayasan, tanah gogolan tidak 
                                         
24 Eko Yulian Isnur, Tata Cara Mengurus Surat-surat Rumah dan Tanah, h. 12-13. 
25
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak-Hak atas Tanah, (Jakarta : Prenada Media, 
2004), h.128. 
30 
 
dilakukan pendaftaran tanah, kalaupun dilakukan pendaftaran tanah tujuannya bukan 
untuk memberikan jaminan kepastian hukum, akan tetapi tujuannya untuk 
menentukan siapa yang wajib membayar pajak atas tanah dan kepada pembayar 
pajaknya diberikan tanda bukti berupa pipil, girik, atau petuk. Pendaftaran tanah ini 
dikenal dengan Fiscal Kadaster. Ketentuan pendaftaran tanah di Indonesia diatur 
dalam UUPA pasal 19, yang dilaksanakan dengan peraturan Pemerintah No. 10 
Tahun 1961 dan kemudian diganti dengan peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 
yang berlaku efektif sejak tanggal 8 Oktober 1997. 
Kedua peraturan pemerintah ini merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran 
tanah dalam rangka Recht Kadaster yang bertujuan memberikan kepastian hukum 
dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, dengan alat bukti yang 
dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tersebut berupa buku tanah dan sertifikat 
tanah yang terdiri dari salinan Buku Tanah dan Surat Ukur. Sertifikat hak atas tanah 
tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana dinyatakan di dalam 
Pasal ayat (1) huruf c, pasal 23 ayat (2), pasal 32 ayat (2), dan pasal 38 ayat (2) 
UUPA, sertifikat hanya merupakan tanda bukti yang kuat dan bukan merupakan 
tanda bukti yang mutlak. 
Hal ini berarti keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya 
mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar 
selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya. 
Penaftaran tanah semacam ini menggunakan system Publikasi Negatif. Dalam 
system ini, Negara hanya secara pasif menerima apa yang dinyatakan oleh pihak 
yang meminta pendaftaran. Oleh karena itu, sewaktu-waktu dapat digugat oleh orang 
yang merasa lebih berhak atas tanah itu. Pihak yang memperoleh tanah dari orang 
yang sudah terdaftar tidak dijamin, walaupun dia memperoleh tanah itu dengan itikad 
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baik. 
F. Pengertian Pendaftaran Tanah 
Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan 
bahwa  
“Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 
pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi : 
pengumpulan, pengolaan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data 
fisik dan data yuridis, dalam bentuk satuan rumah susun, termasuk pemberian 
surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya 
dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 
membebaninya”.26 
Pendaftaran tanah tersebut pada dasarnya merupakan kewajiban Pemerintah 
yang telah diatur sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997, 
yaitu baik dalam UUPA Maupun Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.
27
 
G. Prinsip yang Dianut dalam Pendaftaran Tanah 
Menurut pasal 2 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, pendaftaran 
tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan 
terbuka. Asas sederhana dalam pendaftaran tanah tersebut dimaksudkan agar 
ketentuan-ketentuan pokok maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh 
pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. 
sedangkan asas aman dimaksudkan untuk ditunjukan bahwa pendaftaran tanah perlu 
diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilya dapat memberikan jaminan 
kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. Asas terjangkau 
dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan 
memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan 
                                         
26 Citra Harta Prima, Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Tentang Agraria dan 
Pertanahan, h. 305. 
27 Irawan Soerodjo,Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia (Surabaya : Arkola, 
2003), h.104-105. 
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yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa 
terjangkau oleh para pihak yang memerlukan. Asas mutakhir dimaksudkan 
kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam 
pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukan keadaan yang mutakhir. 
Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan 
yang terjadi dikemudian hari. Asas mutakhir menuntut dipeliharanya data 
pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang 
tersimpan di Kantor Pertanahan sesuai dengan keadaan nyata di lapangan, dan 
masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat.
28
 
H. Obyek, Tujuan dan Asas Pendaftaran Tanah. 
Adapun obyek dari pendaftaran tanah meliputi : 
a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna 
bangunan dan hak pakai; 
b. Tanah hak pengelolaan; 
c. Tanah wakaf; 
d. Hak milik atas satuan rumah susun; 
e. Hak tanggungan; 
f. Tanah Negara (pasal 9 PP. No. 24 th 1997). 
Khusus untuk tanah Negara tidak dikeluarkan sertifikat. Pendaftarannya 
dilakukan dengan cara membukukan dalam daftar tanah. 
Mengenai tujuan pendaftaran tanah ini dalam pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997, 
disebut secara rinci yaitu : 
1) Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak 
atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar 
                                         
28 Irawan Soerodjo,Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, h.105. 
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dengan mudah dapat mebuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang 
bersangkutan. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum ini, 
maka kepada para pemegang hak diberikan sertifikat hak atas tanah. Sertifikat 
merupakan surat tanada bukti ha katas tanah, suatu pengakuan dan penegasan 
dari Negara terhadap penguasaan tanah secara perorangan atau bersama atau juga 
badan hukum yang namanya tertulis dalam sertifikat dan sekaligus menjelaskan 
lokasi, gambar, ukuran dan juga batas-batas bidang tanah tersebut ; dalam bahasa 
inggris sertifikat hak atas biasa disebut title dead. Sertifikat berisi buku tanah dan 
surat ukur. Adapun yang dimaksud dengan buku tanah adalah data fisik suatu 
obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya (pasal 1 butir 19 PP No 24 
Tahun 1997) data fisik adalah keterangan mengenai letak tanah, atas dan luas 
bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan 
mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya. Data yuridis adalah 
keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang 
didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-bebab lain yang 
membebaninya. Dengan pendaftaran tanah, pemerintah memberikan jaminan 
kepastian hukum,   yaitu meliputi : 
a) kepastian hukum mengenai orang/badan hukum yang menjadi pemegang baik 
atas tanah. kepastian mengenai siapa yang memiliki sebidang tanah atau subyek 
hak; 
b) kepastian hukum bidang tanah mana yang dimilikinya hal ini menyangkut letak, 
batas serta luas bidang tanah tersebut atau obyek hak; 
c) kepastian hukum mengenai atas tanahnya. 
Dalam pendaftaran tanah, hak-hak atas tanah dibukukan kedalam buku tanah 
dan diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti pemilikan tanahnya. 
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2) Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk 
pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam 
mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah 
susun yang sudah didaftar.  
Untuk penyajian data tersebut, kantor pertanahan kabupaten atau kota 
menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah yang dikenal dengan daftar 
umum, yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah 
dan daftar nama. Para pihak yang berkepentingan terutana calon pembeli atau 
kreditor, sebelum melakuan perbuatan hukum mengenai suatu bidang tanah, 
perlu dan berhak mengetahui dan yang tersimpan dalam daftar-daftar pertanahan 
tersebut, oleh karena itu data tersebut bersifat terbuka untuk umum, hal ini sesuai 
dengan asas pendaftaran tanah yang terbuka. Karena terbuka untuk umum, 
daftar-daftar dan peta-peta tersebut disebut daftar umum. 
3) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.  
Dengan demikian tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah sebagaimana 
telah diuraikan diatas adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap 
kepastian hukum mengenai tanah yang dimilikinya, sehingga perbuatan hukum 
terhadap tanah dapat diselenggarakan secara sederhana cepat, murah dan aman. 
Asas Pendaftaran Tanah. 
1. Asas sederhana  
Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-
ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-
pihak yang berkepentingan terutana para pemegang hak atas tanah. 
2. Asas aman  
Asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu 
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diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan 
jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. 
3. Asas terjangkau  
Asas terjangkau yaitu keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan 
khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi 
lemah.  
4. Asas mutakhir  
Asas mutakhir yaitu kelengkapan yang memadai adalah pelaksanaannya dan 
kesinambungan dalam pemeliharaan mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban 
mendaftar dan asas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara 
terus menerus dan berkesinambungan sehingga data yang tersimpan dikantor 
pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata dilapangan, dan masyarakat dapat 
memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat.
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I. Sistem Pendaftaran Tanah 
Ada dua system pendaftaran tanah, yaitu : 
a. Sistem pendaftaran akta 
Dalam sistem pendaftaran akta, akta-akta itulah yang didaftar oleh Pejabat 
Pendaftar Tanah (PPT). Dalam system pendaftaran akta PPT bersifat pasif. Ia tidak 
melakukan pengujian kebenaran data yang disebut dalam akta yang didaftar. 
b. Sistem pendaftaran hak 
Dalam sistem pendaftaran hak, setiap penciptaan hak baru, dan perbuatan 
perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan kemudian, juga harus dibuktikan 
dengan suatu akta, tetapi dalam penyelenggaraan pendaftarannya, bukan aktanya 
                                         
29 Erna Sri Wibawanti, dan R. Murjiyanto, Hak Atas Tanah dan Peralihannya, h. 173-176. 
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yang didaftar, melainkan haknya yang diciptakan dan perubahan-perubahannya 
kemudian. Akta merupakan sumber datanya. 
Adapun sistem pendaftaran yang digunakan dalam PP No. 24 Tahun 1997 
adalah system pendaftaran hak (“registration of titles”), hal ini tampak dengan 
adanya buku tanah sebagai dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik yang 
dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya sertifikat sebagai surat tanda bukti hak 
yang didaftar. 
Dikenal adanya beberapa macam sistem publikasi dalam pendaftaran tanah 
1. Sistem Positif 
Apa yang terkandung dalam buku tanah dan surat-surat tanda bukti hak yang 
dikeluarkan merupakan alat bukti yang mutlak (sertifikat sebagai alat bukti yang 
mutlak), artinya pihak-pihak yang bertindak atas bukti-bukti tersebut mendapat 
perlindungan mutlak meskipun dikemudian hari terbukti bahwa keterangan-
keterangan yang ada didalamnya tidak benar. Bagi mereka yang dirugikan akan 
diberikan kompensasi dalam bentuk lain (ganti rugi). 
 Dalam sistem positif ini sertifikat tidak bisa diganggu gugat lagi/tidak bisa 
diubah. Oleh karena itu pelaksanaan pendaftaran tanah memainkan peranan yang 
aktif, harus dilakukan penelitian secara teliti. 
2. Sistem negatif 
Sertifikat yang dikeluarkan merupakan alat bukti hak atas tanah yang kuat, 
artinya semua keterangan-keterangan yang ada didalamnya dianggap benar selama 
tidak dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti yang lain. Apabila dikemudian hari 
terbukti bahwa keterangan yang ada dalam sertifikat tidak benar, maka atas 
keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sertipikat dapat 
dilakukan perubahan seperlunya. Sertifikat bukan merupakan satu-satunya alat bukti 
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hak. 
3. Sistem negative mengandung unsur Positif/Sistem Negatif bertendensi positif 
Sistem negatif 
bahwa apabila keterangan yang ada dalam sertifikat tidak benar, dapat 
dilakukan perubahan, sedangkan unsur positifnya, adanya peran aktif dari para 
pelaksana pedaftaran tanah. 
Sistem publikasi dalam pendaftaran tanah yang digunakan di Indonesia 
adalah system negative yang mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan 
surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 
Pengumpulan sampai penyajian data fisik dan data yuridis yang diperlukan serta 
pemeliharaannya dan penerbitan sertifikat haknya, biarpun system publikasinya 
negative, akan tetapi kegiatan-kegiatan yang bersaangkutan dilaksanakan secara 
seksama, agar data yang disajikan sejauh mungkin dapat dipertanggung jawabkan 
kebenarannya. Jadi ada peran aktif dari para pelaksana pendaftaran tanah. dalam 
penjelasan pasal 32 ayat (2) disebutkan bahwa “pendaftaran tanah yang 
penyelenggaranya diperintahkan oleh UUPA tidak menggunakan system publikasi 
positif, yang kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan 
menggunakan system negative. Didalam system publikasi negative Negara tidak 
menjamin kebenaran data yang disajikan. Meskipun demikian tidak dimaksudkan 
untuk menggunakan system publikasi negative secara murni, karena surat tanda bukti 
hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Selain itu prosedur 
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis 
serta penerbitan sertifikat dalam peraturan pemerintah ini tampak jelas usaha sejauh 
mungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar, karena pendaftaran tanah 
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adalah untuk menjamin kepastian hukum”.30 
Indonesia menganut stelsel negative dalam sistem pendaftaran tanah. di 
dalam hubungannya dengan konversi hak, ditempuh cara yang cepat tapi teliti, aman, 
murah, sederhana dan dapat dipahami masyarakat luas. Segera setelah semua syarat 
formal dipenuhi, dapat saja suatu bidang tanah yang dihinggapi hak milik menurut 
hukum menurut hukum adat Indonesia, disertifikatkan, dengan catatan bahwa karena 
dianut asas negative tadi, maka terbuka kemungkinan untuk menggugurkan hak 
seseorang/pihak sekiranya ada pihak/orang lain yang lebih berhak atasnya, dan itu 
harus dibuktikan. Bilamana perlu dengan keputusan hakim yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap. Yang diputus oleh hakim adalah siapa yang berhak atasnya, 
bukan menentukan salahnya pejabat yang menerbitkan sertifikat hak milik. Kecuali 
dalam hal penerbitan suatu sertifikat konversi itu terdapat unsur negative atau 
terdapat manipulasi negative, maka tentu dapat saja seorang pejabat dikenakan 
tindakan penghukuman. Tetapi inipun terlepas dari soal putusan hakim tentang 
penentuan hak siapa atas tanah sengketa dimaksud.
31
 
 
 
                                         
30 Erna Sri Wibawanti dan R Murjiyanto, Ha katas Tanah dan Peralihannya, h.176-179. 
31
 John Salindeho, Manusia, Tanah, Hak dan Hukum (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), h. 14-15. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah jenis penelitian hokum 
normatif-empiris yaitu secara yuridis dengan mengkaji peraturan tentang 
pendaftaran tanah yang dimuat dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang 
ketentuan dasar pokok-pokok agraria, danPeraturanPemerintah No 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah. Kemudian secara empiris mengkaji kenyataan yang 
terjadi pada masyarakat tentang masyarakat yang tidak melakukan pendaftaran 
tanah, dan peranan lembaga pertanahan dalam rangka mewujudkan tertib 
administrasi pertanahan yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori 
dan praktik serta kenyataan yang terjadi di masyarakat. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dipilih penyusun yakni di Kabupaten Bulukumba. 
Yaitu pada masyarakat yang tidak memiliki bukti hak milik dan Kantor Pertanahan 
Nasional Bulukumba. Adapun alas an mengapa memilih lokasi ini dikarenakan 
masih terdapat masyarakat yang tidak melakukan pendaftaran hak milik atas tanah 
di Kabupaten Bulukumba. 
B. Pendekatan Penelitian 
Dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan 2 (dua) jenis 
pendekatan penelitian, yakni pendekatan yuridis dalam hal ini penulis berpedoman 
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pada Undang-undang RI yang terkait dengan pendaftaran tanah yaitu Undang-
Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai 
dasar hukum pertanahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah. Selain itu penyusun juga menggunakan pendekatan sosiologis 
yaitu pendekatan terhadap gejala sosial yang timbul dalam masyarakat, adapaun 
fokus penelitian ditujukan kepada masyarakat yang tidak melakukan pendaftaran 
tanah. 
C. Sumber Data 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu pada 
Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba dan di masyarakat Kabupaten 
Bulukumba. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, 
majalah jurnal, karya ilmiah, internet, dan berbagai sumber lainnya. 
D. MetodePengumpulan Data 
Penelitian ini diperoleh dengan berbagai cara yaitu: 
1. Wawancara yaitu Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 
langsung
1
 bertanya langsung kepada beberapa pihak yang berkompeten atau 
responden yang berkompeten untuk memberikan informasi. yaitu pegawai/staf 
Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba dan Masyarakat di Kabupaten 
Bulukumba. 
2. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala 
yang diteliti
2
 
                                                          
1
Husaini Usman dkk, Metode Penelitian Sosial (Cet v, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h.58 
2
Husaini Usman dkk, Metode Penelitian Sosial, h.54 
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3. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-
dokumen.
3
 yaitu data yang diperoleh dari Badan Pertanahan Kabupaten 
Bulukmba tentang rekapitulasi laporan tahunan pendaftaran pertama tahun 1960 
s/d 2016. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian 
saat sesudah memasuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah wawancara, 
dokumen, observasi dan media elektronik seperti Hand Phone (HP). Instrumen inilah 
yang akan menggali data dari sumber-sumber informasi. 
F. MetodePengolahandanAnalisis Data 
Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data 
sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna 
mencari kebenaran kualitatif yakni merupakan data yang tidak berbentuk angka
4
. 
Analisis kualitatif dilakuan dengan memberkan penilaian apakah Badan Pertanahan 
Kabupaten Bulukumba telah menjalankan tugas dibidang pendaftaran tanah dengan 
baik, serta mengkaji kenyataan yang terjadi di masyarakat tentang pendaftaran tanah 
di Kabupaten Bulukumba, kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara 
menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta 
penyelesaianannya yang berkaitan erat dengan penyusunan skripsi ini. 
                                                          
3
Husaini Usman dkk, Metode Penelitian Sosial, h.73 
4
Rianto Adi, Metodoogi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta : Granit,2010), h.56. 
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BAB IV 
REALITAS KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DALAM MENJAMIN 
KEPASTIAN HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH DI KABUPATEN 
BULUKUMBA 
A. Selayang Pandang Kabupaten Bulukumba 
1. Sejarah Singkat Kabupaten Bulukumba 
Peresmian Bulukumba menjadi sebuah nama kabupaten dimulai dari terbitnya 
Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Tingkat II di Sulawesi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978, tentang Lambang Daerah. 
Akhirnya setelah dilakukan seminar sehari pada tanggal 28 Maret 1994 
dengan narasumber Prof. Dr. H. Ahmad Mattulada (ahli sejarah dan budaya), maka 
ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Bulukumba, yaitu tanggal 4 Februari 1960 melalui 
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994. 
Secara yuridis formal Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat II 
setelah ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba oleh DPRD Kabupaten 
Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 dan selanjutnya dilakukan 
pelantikan bupati pertama, yaitu Andi Patarai pada tanggal 12 Februari 1960. 
2.  Keadaan Geografis  
Kabupaten Bulukumba terletak dibagian selatan dari jazirah Sulawesi Selatan 
dan berjarak 153km dari Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan). Luas wilayah 
Kabupaten Bulukumba 1.154,67 km² atau 1,85 % dari luas wilayah Propinsi Sulawesi 
Selatan. 
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Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 kecamatan yaitu Kecamatan Ujungbulu 
(Ibukota Kabupaten), Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau 
Ale, Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan Ujungloe, Kecamatan Bontobahari, 
Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. 
Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20” 
sampai 5°40” Lintang Selatan dan 119°50” sampai 120°28” Bujur Timur. 
Batas-batas wilayah Kabupaten Bulukumba sebagai berikut : 
a. Sebelah Utara             : Kabupaten Sinjai 
b.  Sebelah Selatan          : Laut Flores 
c. Sebelah Timur            : Teluk Bone 
d. Sebelah Barat             : Kabupaten Bantaeng  
Peta Kabupaten Bulukumba 
 
Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke 
Utara dengan ketinggian 100 sampai dengan diatas 500 meter dari permukaan laut 
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meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan 
Rilau Ale. 
Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82 °C – 
27,68 °C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan 
tanaman perkebunan.Berdasarkan analisis Smith – Ferguson (tipe iklim diukur 
menurut bulan basah dan bulan kering) maka klasifikasi iklim di Kabupaten 
Bulukumba termasuk iklim lembab atau agak basah. 
Kabupaten Bulukumba berada di sektor timur, musim gadu antara Oktober – 
Maret dan musim rendengan antara April – September. Terdapat 8 
buah stasiun penakar hujan yang tersebar di beberapa kecamatan, yakni: stasiun 
Bettu, stasiun Bontonyeleng, stasiun Kajang, stasiun Batukaropa, stasiun Tanah 
Kongkong, stasiun Bontobahari, stasiun Bulo–bulo dan stasiun Herlang. 
Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah barat laut dan 
timur sedangkan pada daerah tengah memiliki curah hujan sedang sedangkan pada 
bagian selatan curah hujannya rendah. 
Sungai di kabupaten Bulukumba ada 32 aliran yang terdiri dari sungai besar 
dan sungai kecil. Sungai-sungai ini mencapai panjang 603,50 km dan yang terpanjang 
adalah sungai Sangkala yakni 65,30 km, sedangkan yang terpendek adalah sungai 
Biroro yakni 1,50 km. Sungai-sungai ini mampu mengairi lahan sawah seluas 23.365 
Ha. 
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3. Mata Pencaharian 
Mata pencaharian penduduk Kabupaten Bulukumba pada beberapa jenis 
kegiatan seperti pada sector pertanian, nelayan, perdagangan, dan lain 
sebagainya.Sebagian besar penduduk bergerak pada sector pertanian, nelayan, 
perdagangan, dan lain sebagainya.Sedangkan penduduk lainnya yang tidak bekerja 
merupakan ibu rumah tangga dan penduduk yang belum memperoleh pekerjaan. 
4. Potensi Unggulan 
Kabupaten Bulukumba merupakan daerah di wilayah selatan sebagai salah 
satu sentra produksi pangan andalan, yang memberikan kontribusi dalam 
memperkokoh Sulawesi Selatan sebagai lumbung padi nasional. Tanaman pangan 
yang sangat potensial yakni tanaman padi dan merupakan bahan pangan utama 
masyarakat, terdapat pula tanaman bahan pangan lainnya seperti jagung, ubi kayu, 
ubi jalar, kacang tanah, kacang ijo, dan kedelai, yang merupakan tanaman sela atau 
tanaman yang antara yang ditanam oleh petani setelah sekali/dua kali panen tanaman 
padi, khususnya di lokasi lahan persawahan sedangkan pada lokasi lahan non 
persawahan tanaman tersebut diantaranya merupakan tanaman utama.
1
 
B. Urgensi Pendaftaran Tanah dalam Menjamin Kepastian Hukum Hak Milik 
atas Tanah 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Pertanahan 
Kabupaten Bulukumba dapat diketahui bahwa di Kabupaten Bulukumba masih 
                                                          
1
Aspar, “Profil Kabupaten Bulukumba”, Official Website of  Aspar. 
http://asparfisipol.blogspot.co.id/2013/08/profil-kabupaten-bulukumba.html  (18 November 2016) 
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terdapat masyarakat yang tidak melakukan pendaftaran tanah.hal ini sesuai dengan 
data yang diperoleh dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba sebagai 
berikut : 
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUKUMBA 
REKAPITULASI LAPORAN TAHUNAN PENDAFTARAN PERTAMA TAHUN 1960 s/d 
Oktober 2016 
 
No. 
 
TAHUN 
Hak 
Milik 
HGB Hak 
Pakai 
H.Pengel
olaan 
HGU 
Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang 
1 1960 s/d 
2004 
25,743 3,554 220 6 5 
2 2005 29 90 11 - - 
3 2006 818 1 4 - - 
4 2007 1,656 8 22 - - 
5 2008 2,015 10 53 - - 
6 2009 2,842 21 33 - - 
7 2010 1,124 - 31 - - 
8 2011 1,784 2 1 - - 
9 2012 2,668 6 15 - - 
10 2013 2,075 3 53 - - 
11 2014 2,750 3 50 - - 
12 2015 3,542 2 31 - - 
13 Januari s/d 
Oktober 
2016 
2,464 5 70 - - 
 49.510 3.705 594 6 5 
  
Dari data di atas menunjukkan bahwa pendaftaran tanah di Kabupaten 
Bulukumba masih sekitar 57 persen tanah yang telah terdaftar, hal ini menunjukkan 
bahwa pendaftaran tanah belum dilakukan secara keseluruhan sementara di dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang No 5 Tahun 1960 
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pasal 19 ditegaskan bahwa semua hak atas tanah wajib untuk didaftarkan. Mengingat 
kepastian hukum hak atas tanah sangat perlu untuk memberikan perlindungan hukum 
agar terhindar dari konflik ataupun sengketa tanah. 
Dalam perkembangannya kebutuhan terhadap tanah semakin lama semakin 
bertambah seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini, sifat tanah yang tidak 
bertambah sementara manusia semakin bertambah terkadang memicu terjadinya 
konflik atau sengketa dalam masyarakat baik antar perorangan maupun antar 
kelompok. Sehingga kepastian hukum hak atas tanah terkhusus hak milik atas tanah 
terasa sangat perlu untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemiliknya 
sehingga akan terhindar dari ancaman konflik atau sengketa. 
Seperti yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan bahwa 
Pada asasnya setiap hak atas tanah di Indonesia wajib di daftarkan. Hal ini terdapat 
dalam pasal 19 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 atau disebut Undang-Undang 
Pokok Agraria (selanjutnya di singkat UUPA), yang menyatakan bahwa “untuk 
menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran di seluruh wilayah 
Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan 
pemerintah”.2Dari ketentuan ini dijelaskan bahwa pendaftaran tanah dilakukan oleh 
Pemerintah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan 
pemerintah guna memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah yang 
ada di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia. 
                                                          
2
J. Andy Hartanto, Hukum Pertanahan (Surabaya : LaksBang Justitia Surabaya,2014), h. 41-
42 
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Adapun tujuan diadakannya pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam 
UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 
adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada 
pemegang hakatas tanah. Kepastian dan perlindungan hukum tersebut dibuktikan 
dengan adanya alat bukti yang dihasilkan dari proses pendaftaran yang berupa Buku 
Tanah dan Sertifikat Tanah yang terdiri atas Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur.
3
 
Adapun tujuan pendaftaran tanah menurut Boedi Harsono adalah agar dari 
kegiatan pendaftaran tanah dapat menciptakan keadaan dimana : 
a. Orang-orang dan badan hukum yang mempunyai tanah dengan mudah dapat 
membuktikan, bahwa merekalah yang berhak atas tanah itu, hak apa yang 
dipunyai dan tanah yang manakah yang dihaki. Tujuan ini dicapai dengan 
memberikan surat tanda bukti hak kepada pemegang hak yang bersangkutan; 
b. Siapa pun yang memerlukan dapat dengan mudah memperoleh keterangan yang 
dapat dipercaya mengenai tanah-tanah yang terletak di wilayah pendaftaran yang 
bersangkutan (baik ia calon pembeli atau calon kreditor) yang ingin memperoleh 
kepastian, apakah keterangan yang diberikan kepadanya oleh calon penjual atau 
debitor itu benar. Tujuan ini dicapai dengan memberikan sifat terbuka bagi 
umum pada data yang disimpan.
4
 
Dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dinyatakan bahwa akhir kegiatan 
pendaftaran tanah yang diadakan oleh pemerintah adalah pemberian surat tanda 
bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
5
 
                                                          
3
J. Andy Hartanto, Hukum Pertanahan, h. 42 
4
Hasan Wargakusuma, Hukum Agraria I (cet II, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,1995), 
h.80. 
5
J. Andy Hartanto, Hukum Pertanahan, h. 45 
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Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya menghasilkan surat tanda 
bukti hak, yang berupa sertifikat. Pengertian sertifikat menurut pasal 1 angka 20 
peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997, adalah surat tanda bukti hak sebagaiaman 
dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk Hak Atas tanah, hak 
pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan 
yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. 
Maksud diterbitkan sertifikat dalam kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama 
kali adalah agar pemegang Hak dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya 
sebagai pemegang haknya.Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak 
yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam 
buku tanah.
6
 
Sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda alat bukti hak disebutkan dalam 
pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, yaitu sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat, 
yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat dianggap benar 
sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain yang dapat berupa 
sertifikat atau selain sertifikat. Berdasarkan sifat pembuktian sertifikat dapat 
mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memohon agar sertifikat yang diterbitkan 
tersebut dinyatakan tidak sah.Kalau putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum 
yang tetap yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak sah, maka Kepala 
                                                          
6
J. Andy Hartanto, Hukum Pertanahan, h. 35 
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BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia menerbitkan surat keputusan tentang 
Pembatalan sertifikat.
7
 
Sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak dimuat dalam pasal 32 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu : 
(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di 
dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data 
yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. 
(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas 
nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad 
baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa 
mempunyai hakatas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak 
tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu 
tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan 
Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan 
gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat.
8
 
Ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 
merupakan penjabaran dari ketentuan pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), 
pasal 32 ayat (2) UUPA, yang berisikan bahwa pendaftaran tanah menghasilakan 
surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Berdasarkan 
ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, maka system 
publikasi pendaftaran tanah yang dianut adalah system publikasi negative,yaitu 
sertifikat hanya merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat kuat dan bukan 
merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak. Hal ini berarti bahwa data fisik 
dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan 
                                                          
7
Urip Santoso,Hukum Agraria, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group,  2013), h. 317 
8
Urip Santoso,Hukum Agraria, h.317 
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harus diterima hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada 
alat bukti lain yang membuktika sebaliknya. Dengan demikian, pengadilanlah yang 
berwenang memutuskanalat bukti mana yang benat dan apabila terbukti sertifikat 
tersebut tidak benar, maka diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 
Ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 
mempunyai kelemahan yaitu Negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan data 
yuridis yang disajikan dan tidak adanya jaminan bagi pemilik sertifkat dikarenakan 
sewaktu-waktu akan mendapatkan gugatan dari pihak lain yang merasa dirugiakn atas 
diterbitkannya sertifikat. 
Untuk menutupi kelemahan dalam ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan untuk memberikan perlindungan hukum kepada 
pemilik sertifikat dari gugatan dari pihak lain dan menjadikannya sertifikat sebagai 
tanda bukti yang bersifat mutlak, maka dibuatlah ketentuan Pasal 32 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Sertifikat sebagai surat tanda bukti hak 
yang bersifat mutlak apabila memenuhi unsur-unsur secara kumulatif, yaitu : 
a. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum; 
b. Tanah diperoleh dengan iktikad baik; 
c. Tanah dikuasai secara nyata; 
d. Dalam waktu (5) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak ada yang 
mengajukan keberatan  secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala 
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Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan 
ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat.
9
 
Produk akhir dari kegiatan tanah berupa sertifikat atas tanah, mempunyai 
banyak fungsi bagi pemiliknya, dan fungsinya itu tidak dapat digantikan dengan 
benda lain. 
Sertifikat tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat.Inilah fungsi 
yang paling utama sebagaiaman disebut dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. 
Seseorang atau badan hukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang 
hakatas suatu bidang tanah. Apabila telah jelas namanya tercantum dalam sertifikat 
itu. Dia pun dapat membuktikan mengenai keadaan-keadaan dari tanahnya itu, 
misalnya luas, batas-batasnya, bangunan-bangunan yang ada, jenis haknya beserta 
beban-beban yang ada pada hakatas tanah itu, dan sebagaianya. Semua keterangan 
tercantum dalam sertifikat itu mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima (oleh 
hakim) sebagai keterangan yang benar sepanjang tidak ada bukti lain yang dapat 
membuktikan sebaliknya. Kalau ternyata apa yang termuat di dalamnya ada 
kesalahan, maka diadakan perubahan dan pembetulan seperlunya. Dalam hal ini yang 
berhak mengadakan pembetulan itu bukan pengadilan, melainkan Badan Pertanahan 
Nasionall sebagai Instansi yang membuatnya.Pihak yang merasa dirugikan karena 
kesalahan dalam sertifikat itu, mengajukan permohonan untuk perubahan atas 
sertifikat dimaksud, dengan melampirkan putusan pengadilan yang menyatakan 
tentang adanya kesalahan. 
                                                          
9
Urip Santoso,Hukum Agraria, h. 318-319 
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Sertifikat hak atas tanah memberikan kepercayaan bagi pihak bank atau 
kreditor untuk memberikan pinjaman uang kepada pemiliknya. Dengan demikian, 
apabila pemegang ha katas tanah itu seorang pengusaha misalnya, sudah tentu akan 
memudahkan baginya mengembangkan usahanya itu karena kebutuhan akan modal 
mudah diperoleh. 
Bagi pemerintah, adanya sertifikat hak atas tanah juga sangat menguntungkan 
walaupun kegunaan itu kebanyakan tidak langsung. Adanya sertifikat hak atas tanah 
membuktikan bahwa tanah yang bersangkutan telah terdaftar pada kantor agrarian. 
Data tentang tanah yang bersangkutan secara lengkap telah tersimpan di kantor 
pertanahan, dan apabila sewaktu-waktu diperlukan dengan mudah diketemukan. Data 
ini sangat penting untuk perencanaan kegiatan pembangunan misalnya 
pengembangan kota, pemasangan pipa-pipa irigasi, kabel telepon, penarikan pajak 
dan bangunan, dan sebagainya. 
Disamping manfaat tersebut diatas, masih banyak manfaat lain dan sertifikat 
hakatas tanah tersebut. Jelaslah bahwa sertifikat hak atas tanah memberikan rasa 
aman dan tenteram bagi pemiliknya.Segala sesuatu mudah diketahui dan sifatnya 
pasti serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
10
 
Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Pendaftaran tanah 
adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan mengingat kebutuhan manusia akan 
tanah semakin bertambah sementara tanah tidak bertambah bahkan dalam beberapa 
                                                          
10
Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah ( Jakarta : Sinar Grafika, : 2012), h. 56-58. 
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kasus akan berkurang disebabkan karena bencana alam seperti gempa, gunung 
meletus dan sebagainya. Hal ini akan memicu terjadinya sengketa jika tanah yang 
dikuasai tidak memiliki kepastian hukum.  
Selain itu Negara Indonesia adalah Negara hukum seperti yang termuat dalam 
pasal 1 ayat (3) sehingga setiap peraturan perundang-undangan pada dasarnya wajib 
untuk dilaskanakan dan ditaati, seperti halnya pendaftaran tanah, bahwa pada asasnya 
setiap hak atas tanah di Indonesia wajib untuk didaftarkan seperti yang termuat dalam 
peraturan perundang-undangan yaitu didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai dasar hukum pertanahan 
dijelaskan bahwa “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan 
pendaftaran di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan 
yang diatur dengan peraturan pemerintah” sehingga dengan diadakannya pendaftaran 
tanah akan mewujudkan tertib hukum yakni adanya keselarasan antara aturan hukum 
dan pelaksanaannya. 
Seperti halnya dalam hukum islam, pendaftaran tanah adalah sesuatu yang 
sangat penting untuk dilakukan, tanah selain sebagai sumber kehidupan juga dapat 
menjadi sumber terjadinya konflik antar warga, konflik tersebut dapat berupa 
pertengkaran, pemutusan tali silaturahmi bahkan pertengkaran yang mengakibatkan 
pembunuhan, dan hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah swt, seperti 
firmanNya dalam Q.S An-Nisa 4/92 yang menegaskan bahwa : 
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               .......  
Terjemahnya :  
“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang 
lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja)….11 
 olehnya itu untuk menghindari terjadinya permusuhan yang mengakibatkan 
pembunuhan antar kaum muslimin maka di dalam islam pencatatan dianggap sebagai 
sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan, guna menghindari terjadinya pertikaian, 
hal ini dijelaskan di dalam QS Al-Baqarah 2/282  
                        ….  
Terjemahnya : 
“.Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu’amalah tidak secara 
tunai untuk waktu yang ditentukan, hendakah kamu menuliskannya…(Q.S Al-
Baqarah/2:282)
12
 
Adapun tafsir dari ayat ini menurut tafsir jalalayn menjelaskan bahwa hai 
orang-orang yang beriman, jika kamu berutang atau melaksanakan muamalah seperti 
jual beli, sewa menyewa maupun melakukan pendaftaran tanah, maka hendaklah 
kamu menuliskannya untuk pengukuhan dan menghilankan pertikaian nantinya, 
begitupun dijelaskan dalam tafsir al-misbah bahwa catatlah untuk melindungi hak 
masing-masing dan menghindari perselisihan. Karena pada dasarnya apabila terdapat 
kepastian hukum maka pertikaian tidak akan terjadi karena ada bukti kepemilikan 
                                                          
11 Departemen Agama RI “Al-Qur’an dan Terjemahnya special for Woman” h.93 
12 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah dan Tafsir perkata, h.48 
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berupa sertifikat.
13
 Selain itu didalam tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa apabila kamu 
mengadakan suatu perikatan maka tuliskanlah, dan jangan lah kamu jenuh untuk 
menuliskannya, karna yang demikian itulah yang lebih adil di sisi Allah SWT.
14
 Hal 
ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yng menegaskan bahwa 
”Barangsiapa membuat suatu batas pada suatu tanah (mati), maka tanah itu menjadi 
miliknya.” (HR Ahmad).15 
Hadis ini menjelaskan bahwa setiap orang yang memberikan batas dan 
membuat suatu kepastian terhadap tanahnya berupa sertifikat, maka tanah tersebut 
menjadi miliknya. 
Begitupun dijelaskan dalam tafsir al-misbah bahwa catatlah untuk melindungi 
hak masing-masing dan menghindari perselisihan. Karena pada dasarnya apabila 
terdapat kepastian hukum maka pertikaian tidak akan terjadi karena ada bukti 
Kepemilikan berupa sertifikat.
16
 
Pencatatan ini dilakukan tidak lain hanya untuk memberikan perlindungan 
kepada pemilik tanah, dalam islam dijelaskan bahwa pemilik tanah sesungguhnya 
ialah Allah swt dan manusia hanya sebagai pengelola dari apa yang dimiliki oleh 
Allah swt termasuk Tanah sebagai salah satu bagian terpenting dari kehidupan 
                                                          
13 http//www.tafsirku.com/tafsirQ.S Al-Baqarah282  
14 Hamka, Tafsir Al-Azhar (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982) h. 78 
15
 http//www.blogspot.com diakses pada tanggal 1 Mei 2017 
16 http//www.tafsirku.com 
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manusia di dunia ini, seperti yang dijelaskan didalam Q.S An-Nur 24/42 menegaskan 
: 
                
 Terjemahnya :  
“Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah 
kembali (semua makhluk)”. 
C. Peranan Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba dalam mewujudkan 
tertib Administrasi Pertanahan 
Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah non departemen yang 
mempunyai bidang tugas di bidang pertanahan dengan unit kerjanya, yaitu Kantor 
Wilayah Badan Pertanahan Nasional di tiap-tiap propinsi daerah tingkat  I dan kantor 
pertanahan di kabupaten daerah tingakat II yang melakukan pendaftaran hak atas 
tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. Lembaga tersebut dibentuk 
berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 
tentang Badan Pendaftaran Nasional tanggal 19 juli 1988 yang bertugas membantu 
Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik 
berdasarkan UUPA maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi 
pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak tanah,  
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pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan 
masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden.
17
 
Pasal 3 Keputusan Presiden No 26 Tahun 1988 tersebut menyatakan Badan 
Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
18
 
1. Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan penguasaan dan penggunaan tanah; 
2. Merumuskan kebijaksanaan dan perencanaan pengaturan pemilikan tanah dengan 
prinsip-prinsip bahwa tanah mempunyai fungsi social sebagaimana diatur dalam 
Undang-undang Pokok Agraria; 
3. Melaksanakan pengukuran dan pemetaan serta pendaftaran tanah dalam upaya 
memberikan kepastian hak dibidang pertanahan; 
4. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan serta 
pendidikan dan latihan tenaga-tenaga yang diperlukan dibidang administrasi 
pertanahan; 
5. Lain-lain yang ditetapkan oleh presiden. 
Pada dasarnya tujuan pelayanan pendaftaran tanah adalah untuk 
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai tujuan tersebut sasaran 
pemerintahan dalam mengelola pertanahan adalah catur tertib pertanahan adalah catur 
tertib pertanahan, yaitu tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pendaftaran 
tanah, tertib penggunaan tanah, dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkunga hidup. 
                                                          
17
Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah (Jakarta : Arkola Surabaya, 2003), 
h.165. 
18
Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah, h. 165-166. 
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Dari keempat tertib pertanahan diatas, salah satu sasaran yang cukup urgen adalah 
menyangkut administrasi pertanahan. Badan Pertanahan Nasional merupakan pelaku 
utama untuk tercapainya tertib administrasi pertanahan. Adapun indikator unuk 
melihat tingkat keberhasilan dalam mewujudkan tertib admnistrasi pertanaan antara 
lain : 
1. Diketahuinya siapa yang memiliki/menguasai sesuatu bidang tanah, jenis 
penggunaan tanahnya. 
2. Bagaimana hubungan hukum antara bidang tanah dengan yang menguasai bidang 
tanah. 
3. Berapa luas suatu bidang tanah yang dimiliki oleh orang atau badan hukum. 
4. Dimana letak tanah tersebut yang dapat dipetakan berdasarkan suatu sistem 
proyeksi peta yang dipilih, sehigga dapat dihindari timpang tindih sertifikat. 
5. Informasi yang disebutkan pada huruf 1,2,3 dan 4 di atas dikelola dalam sistem 
informasi pertanahan yang memadai. 
6. Penyimpanan dokumen yang tertib, teratur, dan terjamin keamanannya. 
7. Terdapat prosedur tetap yang sederhana, cepat namun akurasinya terjamin. 
Adapun peranan yang telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten 
Bulukumba melaluiwawancara dengan ibu A.Megawati, umur 57 tahun, jabatan 
Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah. Memaparkan upaya-upaya yang 
telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba dalam mewujudkan 
tertib administrasi pertanahan dalam pendaftaran tanah antara lain : 
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1) Memberikan pelayanan terbaik dalam pendaftaran tanah; 
2) Melakukan penyuluhan ke desa-desa akan pentingnya mendaftarkan tanah yang di 
kuasai oleh masyarakat; 
3) Membentuk tim sadar hukum pada masyarakat. yang nantinya akan membantu 
pihak BPN dalam melakukan sosialisasi pentingnya pendaftaran tanah; 
4) Safari jum’at ke masjid-masjid yang ada di kabupaten bulukumba dengan tujuan 
untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya melakukan 
pendaftaran tanah. sosialsisasi ini dilakukan setelah melaksanakan shalat jum’at 
di masjid; 
5) Melakukan pendaftaran secara gratis bagi masyarakat golongan menengah 
kebawah melalui program prona (proyek nasional agraria) yang merupakan 
program yang dimiliki oleh pemerintah untuk meningkatkan pendaftaran tanah; 
6) Melakukan penyimpanan data pendaftaran tanah.19 
Berdasarkan pemaparan tentang peranan Badan Pertanahan dalam 
mewujudkan tertib administrasi pertanahan menunjukkan bahwa Badan Pertanahan 
Kabupaten Buluukmba telah melakukan upaya dalam mewujudkan tertib administrasi 
pertanahan. Meskipun peranan yang dilakukan tidak optimal, karena Badan 
Pertanahan dalam peranannya mewujudkan tertib adminstrasi pertanahan juga 
menghadapi beberapa kendala yakni  
a. Terbatasnya tenaga kerja yang dimiliki oleh Badan Pertanahan Bulukumba, baik 
tenaga ahli untuk pengukuran dan pemetaan, maupun untuk melakukan 
penyuluhan-penyuluhan di desa-desa, sehingga sosialisasi yang seharusnya 
dilakukan secara rutin dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan dapat 
memberikan informasi kepada masyarakat pada kenyataannya tidak dapat 
terlaksana dengan baik. Penyuluhan tersebut hanya dilakukan sekali dalam satu 
daerah, selebihnya diserahkan kepada pemerintah setempat untuk memberikan 
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A.Megawati, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Kabupaten 
Bulukumba, wawancara, Bulukumba 14 November 2016. 
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informasi kepada warganya, sehingga penyuluhan tidak terlaksana dengan 
maksimal.  
Hal ini sesuai dengan pemaparan Adrian Sutedi dalam bukunya sertifikat hak 
atas tanah yang mengatakan bahwa :“salah satu faktor yang menjadi kendala dalam 
proses pensertifikatan adalah terbatasnya tenaga berkeahlian pengukuran dan 
pemetaan pada lingkungan pegawai negeri dalam lembaga Badan Pertanahan 
Nasional. Meskipun untuk pekerjaan pengukuran dan pemetaan pada pelaksanaan 
pendaftaran tanah untuk pensertifikatan massal bisa melibatkan jasa 
kontraktor/konsultan pengukuran, dan pemetaan atau surveyor berlisensi, atau 
surveyor kadastral sebagai tenaga swasta yang berkeahlian dan profesional pada 
pekerjaan pengukuran dan pemetaan tanah, yang diangkat dan diberhentikan oleh 
Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk membantu Kantor Pertanahan di daera-
daerah, terutama untuk pekerjaan pengukuran dan penggambaran bidang tanah dan 
peta pendaftaran tanah. Untuk pendaftaran sporadik yang bukan massal, proses 
pensertifikatannya tetap menggunakan kemampuan pegawai Badan Pertanahan 
Nasional, karena pendaftaran sporadik tidak layak ekonomi jika menggunakan 
ssurveyor berlisensi. Sementara permintaan rutin masyarakat konsumen sertifikat 
justru lebih sering terjadi pada pendaftaran sporadik yang memang lebih fleksibel 
waktu permihinannya dan rutin sifatnya”.20 
                                                          
20
Adrian Sutedi, Sertifikat Hak atas Tanah, h.187. 
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b. Infrastruktur yang dimiliki Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba masih 
terbatas, misalnya alat pengukuran.  
Hal ini juga dikemukakan oleh Adrian Sutedi dalam bukunya sertifikat hak 
atas tanah yang menyatakan bahwa : “terbatasnya daya beli pemerintah, dalam hal ini 
Badan Pertanaan Nasional atau Kantor Pertanahan terhadap peralatan pengukuran 
yang berteknologi mutakhir, yang tentunya berkemampuan dan berkecepatan lebih 
tinggi seperti alat Global Positioning System, alat-alat fotogrametri (Aeriyal 
Surveying Instruments), Misalnya recifier, alat ukur jarak elektoronik (electronic 
distance measuremment), alat pengolah citra satelit, dan perangkat pengadaan foto 
udara skala kecil”.21 
c. Dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan sering terjadi kendala pada 
bidang tanah yang tidak bertambah sementara manusia semakin hari semakin 
banyak yang akhirnya memicu terjadinya sengketa. 
d. Kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya untuk melakukan 
pendaftaran tanah.
22
 
Dari hasil pemaparan diatas dapat dijelaskan bahwa pada saat ini Badan 
Pertanahan Kabupaten Bulukumba dalam upayanya mewujudkan tertib administrasi 
pertanahan telah menghadapi beberapa kendala yakni tenaga kerja terbatas sementara 
masyarakat semakin bertambah untuk diberikan pelayanan pertanahan, infrastruktur 
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Adrian Sutedi, Sertifikat Hak atas Tanah, h.187. 
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A. Megawati, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan 
Kabupaten Bulukumba Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba, wawancara, Bulukumba 14 
November 2016. 
63 
 
terbatas juga menjadi kendala badan pertanahan dalam melakukan pendaftaran tanah 
selain itu kendala lainnya yaitukesadaran hukum masyarakat yang masih rendah akan 
pentingnya untuk melakukan pendaftaran tanah, bahwa dalam kenyataannya banyak 
anggota masyarakat yang menempati,menguasai atau merasa memiliki hak atas tanah 
dan bangunan hanya berdasarkan pada kebiasaan yang turun temurun sehingga 
terdapat masyarakat yang berfikiran bahwa tanah tersebut telah menjadi miliknya 
meskipun tanpa didaftarakan. Hal tersebut juga menjadi kendala badan pertanahan 
dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan dalam pendaftaran tanah.bahkan 
menurut pemaparan dari salah satu pegawai badan pertanahan menyatakan bahwa 
meskipun tanah tersebut telah masuk kedalam proyek nasional agraria (prona) 
Pendaftaran tanah secara gratis namun pada kenyataannya tetap saja terdapat 
masyarakat yang enggan untuk melakukan pendaftarana tanah. 
Setelah menyimak pemaparan yang disampaiakan oleh informan dari Badan 
Pertanahan Kabupaten Bulukumba dapat diketahui bahwa kinerja badan pertanahan 
kabupaten dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan terkhususnya dalam 
bidang pendaftaran tanah adalah hal yang tidak mudah untuk dilakukan namun upaya 
untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan pendaftaran tanah terus dilakukan 
dengan harapan bahwa masyarakat dapat hidup nyaman dan sejahtera dengan adanya 
jaminan kepastian hukum yang mereka miliki agar tidak adanya sengketa dalam 
kehidupan bermasyarakat. 
D. Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat tidak Melakukan Pendaftaran Tanah 
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Melihat realitas yang terjadi di Kabupaten Bulukumba tentang begitu 
banyaknya bidang tanah yang belum didaftarkan tentunya memiliki faktor penyebab 
sehingga masih terdapat bidang tanah yang belum didaftarkan.Dari beberapa kendala 
yang dihadapi Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba seperti kurangnya tenaga 
kerja dan minimnya infrastruktur tentunya juga terdapat faktor penyebab masyarakat 
tidak melakukan pendaftaran tanah yang merupakan hal yang sangat penting untuk 
dilakukan. 
Melalui wawancara dengan salah satu pegawai badan pertanahan yaitu bapak 
Debri Adriannsyah, umur 35 tahun, jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan 
Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukmba mengemukakan bahwa terdapat 
beberapa faktor penyebab masyarakat tidak melakukan pendaftaran tanah, antara lain: 
1. “Faktor pemahaman yang rendah akan pentingnya untuk melakukan 
pendaftaran tanah, sehingga masyarakat mengabaikan untuk melakukan 
pendaftaran tanah, karena anggapan mereka meskipun pendaftaran tanah tidak 
dilakukan, mereka tetap bisa untuk mengambil manfaat dari tanah tersebut. 
Anggapan mereka bahwa cukup dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) saja, hal itu telah cukup untuk membuktikan bahwa tanah tersebut 
adalah milik mereka, padahal berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan oleh 
Badan Pertanahan Bulukumba seperti penyuluhan hukum dan sosialisasi 
melalui safari jum’a kemesjid-mesjid. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa 
sosialisasi akan pentingnya untuk melakukan pendaftaran tanah belum mampu 
menyentuh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Bulukumba dikarenakan 
keterbatasan tenaga kerja yang dimiliki oleh kantor badan pertanahan, 
sementara pekerjaan di kantor pertanahan juga banyak yang harus 
diselesaikan oleh pegawai badan pertanahan. 
2. Faktor kedua yaitu terkadang masyarakat sadar akan pentingnya untuk 
melakukan pendaftaran tanah, namun karena alasan biaya mahal sehingga 
mereka tidak melakukan pendaftaran tanah tersebut, tidak dapat dipungkiri 
bahwa biaya pendaftaran tanah sekarang ini tergolong mahal apalagi jika 
pendaftaran tanah dilakukan dengan cara sporadik atau atas permintaan 
individu untuk melakukan pendaftaran tanah. biaya yang harus dikeluarkan 
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untuk mendaftarakan tanah bisa menghabiskan biaya jutaan rupiah sampai 
sertifikat tersebut diterbitkan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).  
3. Faktor selanjutnya yaitu prosedur pendaftaran tanah yang berbelit-belit dan 
membutuhkan waktu yang lama juga menjadi salah satu faktor masyarakat 
enggan untuk melakukan pendaftaran tanah. Seperti dikeahui bahwa 
pendaftaran tanah hak milik berdasarkan peraturan kepala badan pertanahan 
Kabupaten Bulukumba No 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan dan 
pengaturan pertanahan dijelaskan bahwa waktu pendaftaran tanah yaitu 98 
(sembilan puluh delapan) hari atau sekitar 3 bulan lamanya, yang menjadi 
salah satu faktor penyebab masyarakat tidak melakukan pendaftaran tanah 
karena waktu yang terlalu lama dan prosedur yang harus dilalui juga berbelit-
belit.”23 
Selanjutnya, dalam wawancara yang dilakukan secara langsung oleh penyusun 
kepada masyarakat tentang pedaftaran tanah di Kabupaten Bulukumba dan faktor 
penyebab masyarakat tidak melakukan pendaftaran tanah yang dilakukan kepada 
beberapa masyaraat antara lain : 
Berdasarkan wawancara dengan Hj. Hilmiati Asip (39 tahun) pekerjaan 
Aggota DPRD Kabupaten Bulukumba mengatakan bahwa : 
“pendaftaran tanah adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan karena 
menyangkut pembangunan negara, namun di Kabupaten Bulukumba masih 
terdapat masyarakat yang mengabaikan pendaftaran tanah apalagi mereka 
yang tinggal didaerah pelosok atau desa-desa tidak melakukan pendaftaran 
tanah dikarenakan masyarakat tidak mengerti dengan pendaftaran tanah serta 
prosedur dalam melakukan pendaftaran tanah”.24 
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Gala (60 tahun) tokoh 
agama/mayarakat, mengatakan bahwa : 
“pada dasarnya saya sadar akan pentingnya untuk melakukan pendaftaran 
tanah namun melihat situasi yang aman di kampung ini tanah saya tidak akan 
                                                          
23
Debri Adriansyah, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Badan Pertanahan, 
wawancara, Bulukumba 13 Desember 2016 
24
Hilmiati Asip, Anggota DPRD Kabupaten Bulukuba, wawancara, Bulukumba 13 Desember 
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mungkin direbut oleh orang lain meskipun tanpa adanya sertifkat, saya tetap 
bisa untuk menikmati manfaat dari tanah saya. Selain itu, biaya pendaftaran 
tanah yang mahal,menurut informasi yang saya dapatkan biaya pendaftaran 
tanah sampai sertifikat diterbitkan bisa menghabiskan biaya sekitar 1 juta 
rupiah unuk satu bidang tanah termasuk biaya transportasinya.sementara 
penghasilan saya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.Saya 
tidak punya cukup biaya yang lebih untuk melakukan pendaftaran tanah”.25 
Berdasarkan wawancara dengan bapak Amrullah Amir (56 tahun) pekerjan 
Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan Bulukumpa, jabatan Kepala Sub Bagian 
Ekonomi dan Pembangunan. mengataan bahwa : 
“Pendaftaran tanah di Kabupaten Bulukumba masih rendah, terkhusus di 
Kecamatan Bulukumpa tanah yang bersertifikat masih sekitar 30 persen. 
Adapaun faktor penyebab masyarakat tidak melakukan pendaftaran tanah 
karena mereka tidak mengetahui prosedur pendaftaran tanah, biaya 
pendaftaran tanah mahal dan prosedur pendaftaran tanah yang berbelit-belit 
seperti pengurusan bukti-bukti kepemilikan tanah, pengukuran sampai 
penerbitan sertifikat di Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah”.26 
Berdasarkan wawancara dengan bapak Syahrir (43 Tahun) Pekerjaan Petani, 
mengatakan bahwa : 
“menurut saya pendaftaran tanah tidak perlu untuk dilakukan yang jelas saya 
telah memenuhi kewajiban saya untuk membayar PPB (pajak bumi dan 
bangunan) hal ini telah cukup untuk membuktikan bahwa saya adalah pemilik 
tanah yang saya kuasai saat ini”.27 
Berdasarkan wawanara dengan bapak Asdar (39 Tahun) Pekerjaan Petani, 
mengatakan bahwa : 
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Gala, Tokoh Masyarakat, wawancara, Bulukumba 15 November 2016. 
26
Amrullah Amir, Kepala sub bagian ekonnomi dan pembangunan, wawancara, Buulukumba 
13 Desember 2016 
27
Syahrir, Petani, Wawancara, Bulukumba 15 November 2016. 
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“saya tidak melakukan pendaftaran tanah karena selama ini saya belum dapat 
instruksi dari pemerintah setempat untuk mendaftarkan tanah saya”.28 
Berdasarkan wawancara dengan bapak Subair Achmad, (30 Tahun) Pekerjaan 
Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten 
Bulukumba, mengatakan bahwa : 
“pendaftaran tanah adalah hal yang sangat penting karena dengan adanya 
pendaftaran tanah tersebut secara langsung dapat diketahui siapa saja 
masyarakat yang telah melakukan pendaftaran tanah berdasarkan sertifikat 
yang mereka miliki seain itu bisa memudahakan masyarakat pada saat proses 
pendaftaran tanah, adapun faktor penyebab masyarakat tidak melakukan 
pendaftaran tanah yaitu masyarakat kurang mengerti akan pentingnya untuk 
melakukan pendaftaran tanah sehingga mengabaikan pendaftaran tanah, 
sehingga Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba harus berperan aktif dalam 
mensosialisasikan pentingnya pendaftarana tanah.
29
 
Berdasarkan wawancara dengan bapak Baharuddin Pake S.Ag umur 40 tahun, 
Pekerjaan Kepala Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, 
mengatakan bahwa : 
“pendaftaran tanah adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan untuk 
memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemilik tanah, namun kondisi 
masyarakat terkhususnya di desa ini rata-rata memiliki penghasilan yang 
hanya cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari mereka. Selain itu jarak 
tempuh ke kantor pertanahan yang jauh dan akan menyita waktu, juga menjadi 
salah satu pertimbangan masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah, 
selain itu Badan Pertanahan tidak pernah melakukan sosialisasi tentang 
pendaftaran tanah di desa ini.
30
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Edda, Petani, Wawancara, Bulukumba 15 November 2016. 
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Subair Achmad, Staf Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba, wawancara, 
Bulukumba 13 Desember 2016. 
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Baharuddin Pake, Kepala Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, 
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Berdasarkan wawancara yang telah penyusun adakan bersama staf/pegawai 
dari Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba serta pernyataan masyarakat dapat 
dikemukakan tentang faktor penyebab masyarakat tidak melakukan pendaftaran tanah 
antara lain : 
1. Kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat tentang pendaftaran 
tanah 
Faktor ini merupakan faktor yang mendasar dari masyarakat tidak melakukan 
pendaftaran tanah.kurangnya informasi yang didapatkan akan pentingnya untuk 
melakukan pendaftaran tanah menjadi pemicu masyarakat tidak melakukan 
pendaftaran tanah. pada dasarnya informasi tentang pendaftaran tanah merupakan hal 
yang sangat penting karena hal ini merupakan dasar masyarakat dalam menentukan 
apakah akan melakukan pendaftaran tanah atau tidak. Jika masyarakat tidak 
mendapatkan informasi yang cukup baik dari segi peraturan pendaftaran tanah, tujuan 
pendaftaran tanah dan manfaat jika memiliki sertifikat maka masyarakat juga 
akanmengabaikan untuk melakukan pendaftaran tanah karena kurang nya informasi 
tersebut, masyarakat akan tetap dengan persepsi bahwa pendaftaran tanah tidak 
penting untuk dilakukan. 
2. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan pendaftaran 
tanah 
Faktor yang selanjutnya adalah faktor dimana masyarakat tersebut tahu akan 
pentingnya untuk melakukan pendaftaran tanah, namun karena kesadaran hukum 
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masyarakat yang masih rendah, sehingga mereka tetap tidak melakukan pendaftaran 
tanah, hal ini disebabkan karena masyarakat menganggap bahwa untuk apa 
melakukan pendaftran tanah jika tanah tersebut tetap dikuasai olehnya dan tetap 
diambil manfaatnya oleh masyarakat meskipun tidak melakukan pendaftaran tanah. 
Masyarakatmenganggap bahwa bukti dari pembayaran P.B.B (Pajak Bumi dan 
Bangunan) sudah cukupdigunakan sebagai alat pembuktian untuk membuktikan 
bahwa tanah tersebut merupakan miliknya. Atau dapat disimpulkan bahwa anggapan 
masyaraakt masih keliru tentang pendaftaran tanah. 
3. Prosedur Pendaftaran tanah yang berbelit-belit dan Relatif dalam waktu 
yang lama 
Salah satu alasan masyarakat tidak melakukan pendaftaran tanah adalah 
prosedur untuk melakukan pendaftaran tanah harus melalui berbagai proses yang 
akan menyita waktu bagi masyarakat yang akan melakukan pendaftaran tanah. 
terlebih lagi masyarakat yang memiliki jarak rumah yang jauh dengan Kantor Badan 
Pertanahan tempat untuk mendaftarkan tanahnya. Hal ini membuat masyarakat 
berfikir jika akan melakukan pendaftaran tanah, karena akan menyita waktu yang 
lama dan menguras biaya. 
Berdasarkan peraturan kepala badan pertanahan Kabupaten Bulukumba No 1 
Tahun 2010 tentang standar pelayanan dan pengaturan pertanahan dijelaskan tentang 
prosedur pendaftaran tanah harus melalui beberapa tahap yaitu mengisi formulir 
pendaftaran yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanys di atas 
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materai cukup, Menyerahkan foto copy identitas seperti Kartu Tanda Penduduk 
(KTP) dan Kartu Keluarga (KK), menyerahkan bukti pemilikan tanah, menyerahkan 
foto copy SPPT PBB tahun berjalan, setelah proses administrasi telah dilakukan 
selanjutnya ke tahap berikutnya yaitu pengukuran dan pemetaan, pembuatan peta 
dasar pedaftaran tanah, penetapan batas bidang-bidang tanah. Selanjutnya pembukuan 
hak dan tahap terakhir yaitu penerbitn sertifikat. Adapun waktu pendaftaran tanah 
yaitu 98 (sembilann puluh delapan) hari atau sekitar 3 bulan lebih. Yang 
menunjukkan bahwa pendaftaran tanah memiliki prosedur yang berbelit-belit dan 
relatif dalam waktu yang lama. 
4. Faktor biaya mahal untuk memperoleh Sertifikat Tanah 
Faktor selanjutnya yaitu masyarakat cukup tahu akan pentingnya untuk 
melakukan pendaftaran tanah dan ingin untuk melakukan pendaftaran tanah, namun 
karena  alasan keuangan yang menghambat mereka untuk melakukan pendaftaran 
tanah, terlebih untuk masyarakat menengah kebawah yang pendapatannya hanya 
cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tidak cukup mempunyai biaya 
untuk mendaftarkan tanahnya, mengingat biaya untuk melakukan pendaftaran tanah 
relatif mahal, tergantung pada lokasi dan luasnya tanah, semakin luas lokasi dan 
semakin strategis lokasinya, biaya akan semakin tinggi.  
Seperti yang diketahui, biaya permohonan pendaftaran tanah yaitu Rp. 
50.000,00, selain itu juga terdapat tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak 
yang ditetapkan oleh Kementrian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 
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seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 
Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang 
berlaku pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.  
Salah satu contoh untuk pengukuran dan pemetaan bidang tanah, apabilan 
luas tanah nya 1000 m
2 
biaya yang harus dikeluarkan yaitu Rp. 260.000,00, selain itu 
juga terdapat biaya tranportasi, akomodasi dan konsumsi yang dibebankan kepada 
pemohon. Hal ini dijelskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 128 tahun 2015, pasal 
21 ayat (2) yang menegaskan biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada wajib bayar. 
Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Adrian Sutedi dalam bukunya 
yang berjudul Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, bahwa dalam 
praktiknya bukan rahasia lagi, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan untuk 
mendaftarkan tanahnya, karena prosesnya lama dan biayanya mahal. Pelayanan 
kantor pertanahan dilihat dari aspek administrasi juga belum mampu memberikan 
kinerja yang diharapkan, yaitu pelayanan yang sederhana, aman, terjangkau dan 
transparan. Kenyataan yang terjadi adalah pelayanan yang masih lambat, sulit, mahal 
dan berbelit-belit serta memungkinkan terjadinya mal praktik. Sebagian pelayanan 
administrasi pertanahan yang diinginkan oleh masyarakat tidak sesuai dengan yang 
diberikan oleh pegawai kantor pertanahan. Selain itu, kurangnya transparansi dalam 
hal pennguasaan dan pemilikan tanah disebabkan oleh terbatasnya data dan informasi 
penguasaan dan pemilikan tanah, serta kurang transparansinya data dan informasi 
yang tersedia untuk masyarakat. Hal ini menyebabkan terkonsentrasinya penguasaan 
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dan pemilikan tanah dalam hal luasan di pedesaan dan/jumlah bidang tanah di 
perkotaan, hanya pada sebagian kecil masyarakat, di sisi lain pensertifikatan hak 
tampaknya cenderung kepada akses permintaan, yang jauh melampaui sisi 
penawaran. Persoalan lain yang sering muncul adalah terjadinya berbagai pungutan 
atau korupsi dalam sertifikat tanah. Pensertifikatan tanah bisa berjalan cepat, 
tergantung pada siapa yang menginginkan dan “berapa” uang yang disediakan. Dalam 
praktik, sertifikat tanah dapat dengan cepat keluar jika yang berkempetingan 
meyediakan biaya yang jumlahnya lebih besar dari biaya resmi yang tertulis di dalam 
kuitansi, atau jika pengurusannya menggunakan memo dari orang “kuat”. Fenomena 
pensertifikatan tanah yang berbau korupsi kolusi dan nepotisme seperti ini seringkali 
terjadi.
31
 
 
 
                                                          
31 Adrian Sutedi, Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, h.164-165. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal 
sebagai berikut : 
1. Urgensi pendaftaran tanah dalam menjamin kepastian hukum adalah hal yang 
sangat penting untuk dilakukan yaitu memberikan jaminan kepastian hukum bagi 
pemiliknya, sehingga dengan adanya jaminan kepastian hukum tersebut akan 
menciptakan masyarakat yang aman dan tentram, karena akan terhindar dari 
ancaman konflik antar warga dalam satu wilayah tertentu. Pendaftaran tanah 
tidak hanya berguna bagi kepentingan pemiliknya tetapi juga dapat membantu 
proses pembangunan Negara. 
2. Peranan Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba dalam mewujudan tertib 
administrasi pertanahan di Kabupaten Bulukumba tidak optimal karena terdapat 
kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan tertib administrasi 
pertanahan, kendala tersebut antara lain : 
a. Terbatasnya jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh badan pertanahan 
Kabupaten Bulukumba. 
b. Infrastruktur yang dimiliki di Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba masih 
terbatas. 
c. Kesadaran masyarakat yang masih rendah akan pentingnya untuk melakukan 
pendaftaran tanah. 
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3. Faktor-faktor penyebab masyarakat tidak melakukan pendaftaran tanah antara 
lain : 
a. Kurangnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat tentang pendaftaran 
tanah sehingga menimbulkan anggapan yang keliru tentang pendaftaran tanah. 
b. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah. 
c. Prosedur Pendaftaran tanah yang berbelit-belit dan Relatif dalam waktu yang 
lama, waktu yang dibutuhan yaitu 98 hari atau 3 bulan. 
d. Faktor biaya mahal. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Kepada seluruh masyarakat di Indonesia terkhusus di Kabupaten Bulukumba 
harus menyadari pentingnya unuk melakukan pendaftaran tanah, selain untuk 
memberikan jaminan kepastian hukum juga untuk menghindari terjadinya 
konflik dan sengketa tanah. 
2. Kepada Badan Pertanahan Kabupaten Bulukumba harus meningkatkan 
peranannya dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan, memberikan 
pelayanan pendaftaran tanah tanpa adanya diskriminasi, menambah infrastruktur 
untuk mendukung pelaksanaan pendaftaran tanah, melakukan penyuluhan hukum 
kepada masyarakat secara rutin, setidak-tidanya sekali sebulan dalam satu daerah 
kelurahan/desa, menyebaran informasi melalui siaran radio baik siaran radio 
yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba maupun radio 
milik swasta, selain itu sosialisasi tentang pendaftaran tanah dapat dilakukan 
dengan menyebarkan tulisan dalam selembar kertas yang berisi tentang 
penjelasan pentingnya untuk melakukan pendaftaran tanah, selebaran ini 
kemudian disebarkan kepada seluruh masyarakat atau setidak-tidaknya kepada 
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para kepala keluarga di Kabupaten Bulukumba, dengan mengajak kepada para 
kepala desa atau kelurahan untuk bekerja sama, membantu Badan Pertanahan 
dalam menyebarkan selebaran tersebut.  
3. Kepada Pemerintah untuk melakukan pembaharuan peraturan terkait dengan 
prosedur pendaftaran tanah dan tarif penerimaan negara bukan pajak, prosedur 
pendaftaran tanah yang berbelir-belit dan menghabiskan waktu yang cukup lama 
yakni 3 bulan dapat dikurangi menjadi 1 bulan untuk seluruh tahap pendaftaran 
tanah sampai diterbitkannya sertifikat, selain itu penetapan tarif penerimaan 
negara bukan pajak seperti biaya pengukuran, akomodasi dan konsumsi dapat 
dibebaskan dari pemohon dan ditanggung oleh Negara, sehingga biaya yang 
ditanggung oleh pemohon hanya biaya permohonan pendaftaran tanah. Peraturan 
terkait dengan pengefektifan pemberian informasi kepada masyarakat oleh badan 
pertanahan juga perlu untuk dibuatkan peraturan baru, setidaknya badan 
pertanahan harus melakukan sosialisasi sekali dalam sebulan, sehingga dengan 
aturan tersebut badan pertanahan memiliki tanggung jawab untuk terus 
melakukan sosialisasi, dan masyarakat yang telah mendapatkan informasi untuk 
tidak mengabaikan pendaftaran tanah terhadap tanah yang dikuasai karena 
dengan melakukan pendaftaran tanah akan menghasilkan sertifikat yang 
memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi 
pemiliknya. 
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